PELAKSANAAN AKAD MUSYA>RAKAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KONTRUKSI BTN IB DI BTN SYARIAH CABANG SURAKARTA 

(ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musya>rakah) by Sari, Gian Endrea & Hermawan, Sulhani
i 
 
PELAKSANAAN AKAD MUSYA>RAKAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN 
KONTRUKSI BTN IB DI BTN SYARIAH CABANG SURAKARTA 
(ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan 
Musya>rakah) 
 
 
 
SKRIPSI 
 
 
Diajukan Kepada 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Hukum 
 
 
Oleh: 
 
GIAN ENDREA SARI 
NIM. 142.111.092 
 
 
 
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SURAKARTA 
2018 
 
 
ii 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
 
 
  
iv 
 
 
 
 
v 
 
 
 
vi 
 
 
MOTTO 
                            
Bukankah tidak ada balasan bagi amal Yang baik - melainkan balasan Yang baik 
juga, maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, Yang kamu 
hendak dustakan. 
(QS. Ar-Rahman, 60-61) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Z|ukira 
3. بهذي Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
xii 
 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul at}fa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
xiii 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuz|una 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
xiv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Gian Endrea Sari, NIM. 142111092, “PELAKSANAAN AKAD 
MUSYA>RAKAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KONTRUKSI BTN IB 
DI BTN SYARIAH CABANG SURAKARTA (ditinjau dari Fatwa DSN MUI 
Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musya>rakah )”. 
 
 Munculnya lembaga keuangan syariah berawal dari keresahan masyarakat 
mengenai sistem bunga yang diterapkan di bank konvensional. Oleh karena itu, 
masyarakat muslim memerlukan sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lintas pembayaran 
berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya Bank Tabungan Negara (BTN) syariah 
cabang Surakarta yang merupakan Unit Usaha Syariah.Salah satu produk 
pembiayaan di BTN syariah adalah Kontruksi BTN iB dengan akad musya>rakah. 
Dalam kondisi perekonomian yang ideal, akad mud}a>rabah dan musya>rakah 
dengan skema bagi hasil sebaiknya paling banyak diterapkan oleh Perbankan 
syariah. Pada Prakteknya penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad Jual 
beli (mura>rabah) menempati porsi yang lebih besar dari keseluruhan pembiayaan 
di bank syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan 
akad musyarakah pada pembiayaan kontruksi BTN iB dan kesesuaiannya dengan 
Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musya>rakah. 
. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 
mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasiyang 
kemudian dianalisis menggunaan cara berfikir deduktif. Dengan menjelaskan 
pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan Kontruksi BTN iB di BTN 
syariah Surakarta. 
 
 Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan akad musyarakah yang dilakukan 
oleh BTN syariah cabang Surakarta merupakan akad musyarakah „inan yaitu 
pihak Bank dan nasabah memberikan modalnya masing-masing dengan porsi 
yang berbeda untuk melaksanakan suatu proyek. Pembiayaan musyarakah pada 
pembiayaan kontruksi BTN iB di BTN syariah Surakarta sudah sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musya>rakah. 
 
 
 
Kata Kunci: Akad, pembiayaan musya>rakah 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
xviii 
 
 
Gian Endrea Sari, SNR. 142111092, "IMPLEMENTATION OF AKAD 
MUSYA>RAKAH ON THE FINANCING PRODUCTS OF BTN IB 
CONTRUCTIONS IN BTN SHARIA SURAKARTA BRANCH (viewed from the 
Fatwa of DSN MUI Number 08 of 2000 About Musya>rakah Finance)". 
 
 The emergence of Islamic financial institutions originated from public 
unrest about the interest system applied in conventional banks. Therefore, the 
Muslim community needs a financial institution whose main business is to provide 
financing and other services in the form of payment based on sharia principles. 
One of them is BTN Sharia which is a Sharia Business Unit. One of the financing 
products in Islamic BTN is the BTN iB Construction with a contract musyarakah. 
In ideal economic conditions, the contract mudarabah and musyarakah with 
profit sharing schemes should be most widely implemented by Islamic banking. In 
practice, Financing using the sale and purchase contract (muarabah) occupies a 
larger portion of the total financing in Islamic banks in Indonesia. The purpose of 
this study is to determine the implementation of the Musyarakah contract on the 
financing of the BTN iB construction and its suitability with the DSN-MUI Fatwa 
No: 08 / DSN-MUI / IV / 2000 regarding financing of Musyarakah. 
  
 This research is a descriptive qualitative research by collecting data 
obtained from interviews and documentation which are then analyzed using 
deductive thinking. By explaining the implementation of the Musharakah contract 
on the financing of the BTN iB Construction in Surakarta BTN sharia. 
  
 The results of this study are the implementation of the musyaraka contract 
that is carried out by the Surakarta branch of BTN sharia is a inan musyarakah 
contract, that is, the Bank and customers give their respective capital with 
different portions to carry out a project. Musyarakah financing for BTN iB 
construction financing in Surakarta Sharia BTN is in accordance with DSN-MUI 
Fatwa No: 08 / DSN-MUI / IV / 2000 regarding financing of Musyarakah. 
 
 
 
Key words:Contract, financing of musyarakah 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. 
Banyaknya masyarakat yang ingin melakukan pembelian rumah mendorong para 
pengusaha dibidang property untuk memperluas dan mengembangkan 
usahanya.Namun, untuk pembangunan perumahan tidakdengan biaya yang 
sedikit, melainkan diperlukan modal yang besar. Oleh sebab itu, developer yang 
mempunyai keterbatasan modal dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga 
keuangan.
1
 
 Peluang inilah yang dimanfatkan oleh lembaga keuangan konvensional 
maupun syariah untuk menawarkan produk-produk pembiayaan yang mereka 
miliki, dengan maksud untuk membantu para pengusaha yang memiliki 
keterbatasan keuangan untuk memenuhi modal bagi usaha mereka. Sebelum 
adanya peraturan yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah, 
masyarakat mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan konvensional 
yang mengandung unsur bunga. Di dalam Islam bunga merupakan praktik dari 
riba yang telah dilarang oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimanan yang telah 
dijelaskan dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi: 
 ْاوُسَرَو َ َّللَّٱ ْاُىقَّتٱ ْاُىَُياَء ٍَ يِزَّنٱ َاهَُّيأَٰٓ  َي  ٍَ ِيُِيۡؤ ُّي ُىتُُك ٌِإ ْا َٰٓ  َىب ِّشنٱ ٍَ ِي َِيَقب اَي٨٧٢  
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Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.1 
Bunga (interest) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman 
yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan 
pokok tersebut. Bunga biasanya ditetapkan dalam bentuk prosentase yang 
didasarkan tempo waktu
2
. Setelah lahirnya Undang-Undang perbankan No. 7 
Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang 
merupakan pijakan bagi keberadaan perbankan Islam di Tanah Air.
3
 Undang-
Undang ini membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan usahanya secara 
konvensional dapat juga melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah 
melalui: pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru atau  
pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan 
usaha konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah.
4
 Perbankan syariah didirikan untuk membantu 
kesejahteraan masyarakat serta turut membangun tatanan perekonomian yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 
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Pada hakikatnya munculnya lembaga keuangan syariah berawal dari resahnya 
masyarakat mengenai sistem bunga yang diterapkan di bank konvensional.Oleh 
karena itu, masyarakat yang beragama Islam memerlukan sebuah lembaga 
keuangan yang bebas dari unsur “bunga”. Salah satunya adalah Bank syariah. 
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 
pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lintas pembayaran yang kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip syariah.
5
 Terdapat beberapa Bank Syariah di 
Indonesia.Salah satunya adalah Bank Tabungan Negara (BTN) syariah cabang 
Surakarta yang merupakan Unit Usaha Syariah. Terletak di pusat kota Solo, 
tepatnya di Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 228 Surakarta. Sebagai lembaga 
intermediari, bank diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkan dana tersebut untuk kebutuhan pembiayaan kepada pihak-pihak 
swasta atau kalangan rakyat pengusaha kecil yang membutuhkan dana bagi 
kelangsungan usahanya
6
.  
Seperti lembaga keuangan lainnya, BTN syariah cabang Surakarta juga 
melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. BTN syariah 
Surakarta memiliki berbagai produk penghimpun dana, pembiayaan dan juga jasa. 
Salah satu produk pembiayaan yang ada di BTN syariah cabang Surakarta adalah 
pembiayaan Kontruksi BTN iB dengan akad musya>rakah. Pembiyaan Krontruksi 
BTN iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada developer untuk membangun 
perumahan ataupun rumah contoh yang akan dijual oleh developer kepada 
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konsumen. Tidak hanya pembangunan rumah, tetapi pihak developer juga dapat 
mengajukan pembiayaan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan menuju 
perumahan tersebut
7
.Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk uang tunai kepada 
pihak developer. 
Menurut Fatwa DSN MUI akad musya>rakah adalah “pembiayaan berdasarkan 
akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di 
mana masing-masing pihak memberikan konstribusi modal dengan ketentuan 
bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian akad 
ditanggung bersama secara proporsional”.8 Di dalam dunia perbankan 
musya>rakahadalah akad yang digunakan untuk produk pembiayaan perbankan 
syariah yang didasarkan prinsip profit loss sharing berupa penyatuan modal oleh 
para pihak dengan tujuan mengelola suatu usaha atau proyek hingga memperoleh 
keuntungan dan akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh 
pihak bank dan nasabah.
9
 
Musya>rakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh 
perbankan syariah. Musya>rakah diterapkan melalui mekanisme pembagian 
keuntungan serta kerugian (profit loss sharing) diantara para pihak. Metode profit 
loss sharing merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara perbankan syariah 
dan perbankan konvensional. Akad musya>rakah dapat diaplikasikan dalam 
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berbagai bentuk produk pembiayaan baik bersifat produktif maupun konsumtif 
untuk kerja usaha atau investasi.
10
 
Seharusnya dalam kondisi ideal perekonomian, akad mud}a>rabah dan 
musya>rakah dengan skema profit loss sharing sebaiknya paling banyak 
diimplementasikan oleh perbankan syariah, hal ini karena kedua pembiayaan 
tersebut di dalam usahanya akan membagi risiko antara bank dan nasabah. Dalam 
prakteknya, pada penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia, pembiayaan 
musya>rakah dan mud}a>rabah prosentasenya lebih sedikit. Sedangkan pembiayaan 
yang menggunakan akad Jual beli (mud}a>rabah) menempati porsi yang lebih besar 
dari keseluruhan pembiayaan di bank syariah.
11
 Begitupun di BTN syariah 
Surakarta sendiri pembiyaan yang diberikan juga lebih didominasi oleh 
pembiayaan mura<bah}ah. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel. 1.1 
Jumlah Pembiayaan  
 
Jenis pembiayaan Tahun 
2017 Januari- Juni 2018 
Pembiayaan consumers 428.498.000.000,00- 470.573.000.000,00- 
Pembiayaan comercial 270.224.000.000,00- 341.933.000.000,00- 
Sumber: BTN Syariah Cabang Surakarta 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan consumers yang 
didominasi dengan pembiayaan KPR dengan akad jual beli lebih besar 
dibandingkan jumlah pembiayaan comercial  yang didominasi pembiayaan 
dengan akad bagi hasil. Dalam pembiayaan musya>rakah nasabah mengajukan 
permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk mendanai kegiatan 
usaha/proyek tertentu, kemudian pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan 
berapa besaran modal yang akan disetorkan oleh masing-masing pihak serta akan 
ditentukan prosentase dari keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut untuk 
masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut 
dinyatakan dalam sebuah akad perjanjian.
12
 
Segala ketentuan mengenai pembiayaan musya>rakah telah diatur dalam Fatwa 
DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musya>rakah. Fatwa 
ini mengatur tentang ketentuan umum musya>rakahdalam lembaga keuangan 
syariah; ketentuan modal; ketentuan kerja; ketentuan pembagian keuntungan dan 
kerugian usaha, dan mengenai penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam 
musya>rakah. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut 
mengenai pembiayaan musya>rakah di BTN Syariah cabang Surakarta, dan 
menyusunnya dalam penelitian skripsi dengan judul “PELAKSANAAN AKAD 
MUSYA>RAKAH PADA PEMBIAYAAN KONTRUKSI BTN IB DI BTN 
SYARIAH CABANG SURAKARTA (ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 
08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musya>rakah)”. 
B. Rumusan Masalah 
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1. Bagaimana pelaksanaan akad musya>rakah pada Pembiayaan Kontruksi 
BTN iB di BTN Syariah Cabang Surakarta? 
2. Bagaimana pelaksanaan akad musya>rakah pada Pembiayaan Kontruksi 
BTN iB di BTN Syariah Cabang Surakarta dan kesesuaiannya dengan 
Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 tentang pembiayaan 
musya>rakah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dengan beberapa pokok masalah di atas maka peneliian ini bertujuan : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksananaan akad musya>rakah pada 
Pembiayaan Kontruksi BTN iBdi BTN Syariah cabang Suarakarta; 
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad 
musya>rakahpada Pembiayaan Kontruksi BTN iB di BTN Syariah cabang 
Surakarta dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 tentang 
Pembiayaan Musya>rakah 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis 
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan 
menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang lembaga 
keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan perbankan syariah. 
 
2. Secara praktis 
8 
 
 
 
a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
pada masyarakat umumnya dan bagi praktisi yang berada dan 
berkecimpung di lingkungan lembaga keuangan syariah. 
b. Bagi penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini 
sebagai salah satu referensi tambahan bagi penelitian dengan tema 
yang sejenis. 
 
E. Kerangka Teori 
Kerangka teori yang digunakan adalah: 
1. Teori AkadMusya>rakah 
   Bank syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai mekanisme 
dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan 
mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan yang sesuai 
dengan syariat Islam.
13
Pembiayaan merupakan kegiatan lembaga 
keuangan bank maupun non bank untuk menyalurkan dana kepada 
masyarakat, pihak-pihak swasta maupun pemerintah. Pembiayaan juga 
dapat diartikan penyediaan dana dan/atau barang serta fasilitas lain dari 
bank kepada nasabah yang sesuai dengan prisnsip syariah.
14
 
   Menurut para ulama fiqh, akad adalah hubungan antara ijab dan 
kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh 
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(akibat) hukum dalam objek perikatan.
15
 Setiap pembiayaan oleh bank 
syariah sebuah akad akan diwujudkan dalam bentuk tertulis (perjanjian 
pembiayaan), perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah debitur 
dengan memperhatiakan hal-hal sebagai berikut:
16
 
a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum syariah serta hukum 
positif yang dapat melindungi kepentingan bank; 
b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali 
pembiayaan serta persyaratan pembiayan lainnya. 
    Menurut Fatwa DSN-MUI akad musya>rakah adalah “pembiayaan 
berdasarkan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan 
konstribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai 
nisbah yang diseakati dan kerugian akad ditanggung bersama secara 
proporsional”17. Pembiayaan dengan akad musya>rakah yang diberikan 
oleh lembaga keuangan syariah diharapkan dapat membantu masyarakat 
dan pihak swasta yang memiliki kekurangan dana, sehingga mereka 
dapat mengembangkan usahanya. 
2. Teori Fatwa DSN-MUI  
   Fatwa DSN-MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syariah Nasional 
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(DSN) yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dan aturan terhadap 
sesuatu guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator lembaga-
lembaga bisnis syariah, termasuk lembaga keuangan syariah.
18
 
   Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa pembiayaan musya>rakah 
adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua belah pihak 
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana dengan ketentun bahwa keuntungan dibagi secara 
proposional dan kerugian ditanggung sesuai kontribusi modal yang 
diberikan oleh masing-masing pihak. Dalam fatwa ini  memuat 
ketentuan-ketentuan mengenai akad musya>rakah: pertama, ketentuan 
mengenai akad (kontrak) musya>rakah adalah bahwa kontrak musya>rakah 
dinyatakan oleh para syarik untuk menunjukkan kehendak mereka secara 
tertulis. Akad harus secara eksplisit menujukkan tujuan kontrak. Kedua, 
kententuan mengenai obyek musya>rakah (modal, kerja). Dalam akad 
musya>rakah modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau 
yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan yang terlebih 
dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh kedua belah pihak. 
Mengenai kerja, pada akad musya>rakah salah satu syarik boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan boleh menuntut 
bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Ketiga, ketentuan mengenai 
keuntungan, keuntungan musya>rakah dihitung secara jelas untuk 
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menghindari sengketa dan dibagikan secara proposional atas dasar 
kesepakatan. Sistem pembagaian keuntungan musya>rakahberupa nisbah 
dan tertuang jelas dalam akad perjainjian. Keempat, ketentuan mengenai 
kerugian adalah bahwa kerugian ditanggung oleh para syarik sesuai 
beasaran modal yang diberikan. Kelima, ketentuan mengenai biaya 
operasional dan sengketaan musya>rakah. Biaya operasional musya>rakah 
dibebankan pada modal bersama. Apabila terjadi sengketa diantara para 
pihak, penyelesaian sengketa dilakukan secara litiasi dan non litigasi.
19
 
 
F. Tinjaun Pustaka 
 Penelitian ini terinspirasi dari penelitian-penelitian yang dilakukan 
sebelumnya dengan tema yang sejenis, diantaranya adalah peneletian yang 
dilakukan oleh Nita Setyawati dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan 
Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Artha Barokah Jl. Imogiri 
Ketandan Imogiri Bantul”. Dalam penelitian ini membahas mengenai prosedur 
dan pelaksanaan pembiayaan serta kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam 
pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah. Hasil dari penelitian ini adalah 
pelaksanaan musyarkah di BTM Artha Barokah musyarakah inan. Kendala yang 
dihadapi ada berbagai bentuk salah satunya adalah kesalahn entry data yang 
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dilakukan oleh pihak BMT, dan kurangnya informasi yang diberikan masing-
masing pihak.
20
 
 Nadia dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha 
Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)”. Dalam penelitian ini peneliti ingin 
melihat mekanisme pembiayaan musyarakahdi BMT Mulya dan kesesuaiannya 
dengan Fatwa DSN MUI Nomor 08 tahun 2000 tentang musyarakah. Dalam 
penelitian ini peneliti juga ingin melihat strategi yang dilakukan oleh BMT Mulya 
untuk memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Hasil dari penelitian nadia 
adalah pihak BMT melakukan analisis terhadao kelayakan pembiayaan bagi 
nasabah dengan prinsip 4C (character, capital, corateral, condition) untuk 
meninimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. 
21
 
 Skripsi dari Rofiah dengan judul “Implementasi Akad Pembiayaan 
Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya 
Surakarta)”. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme akad pembiyaan 
musyarakah dan pandangan hukum islam terhadap mekanisme akad pembiayaan 
musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta
22
. 
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 Kemudian tugas Akhir dari Rangga Buana dengan judul “Analisa Pembiayan 
Murabahah Pada Griya IB Hasanah di Bank Syariah Cabang Pembantu 
Ungaran”23. Di dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 
penyusun teliti, persamaan terebut dapat dilihat dari objek penelitian yaitu sama-
sama meneliti mengenai pembiayaan Griya (kontruksi). Namun, terdapat 
perbedaan mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaanya, di mana 
penyusun ingin meneliti pembiayaan griya dengan akad musyarakah. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Rangga Buana, pembiyaan griya dengan 
menggunakan akad murabahah. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Rangga, 
peneliti ingin melihat kendala yang dihadapi dalam pembiayaan griya IB hasanah 
dengan akad murabahah dan kebijakan yang diambil oleh pihak BNI Syariah 
cabang pembantu Ungaran untuk mengatasi kendala tersebut. 
 Dari beberapa penelitian di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan 
penelitian saya. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai 
pembiayaan musya>rakah. Sedangkan Perbedaannya dapat dilihat dari objek yang 
diteliti. Penulis lebih menekankan pada pelaksnaan akad musya>rakah pada 
pembiayaan Kontruksi. Perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari tempat 
penelitian, di mana penyusun melakukan penelitian di Bank Tabungan Negara 
(BTN) Syariah cabang Surakarta yang terletak Jl. Salmet Riyadi, No. 228 
Surakarta. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field 
research), yaitu peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan 
pengamatan terhadap fenomena dalam suatu keadaan guna mengumpulkan 
data dari tempat terjadinya segala sesuatu yang diteliti.
24
 Penelitian ini 
dilakukan di Bank Tabungan  Negara (BTN) Syariah cabang Surakarta. 
2. Sumber data 
1) Sumber data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil temuan dan 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Bank Tabungan Negara 
(BTN) Syariah cabang Surakarta. 
2) Sumber data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur 
serta peraturan perudang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang 
sedang diteliti. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di BTN Syariah cabang Surakarta dengan 
alamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 228, Sriwedari, Laweyan, Kota 
Surakarta. 
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 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 
hlm. 26. 
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4. Teknik pengumpulan data 
1) Wawancara 
Wawancara (interview) adalah cara-cara memperoleh data dengan 
berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan 
individu atau dengan kelompok untuk mendapatkan penjelasan dari 
pihak terkait (informan) yang dapat digunakan dalam sebuah 
penelitian.
25
 Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan 
para pihak bagian pembiayaan dan analisis akad dari Bank Tabungan 
Negara (BTN) Syariah cabang Surakarta. 
2) Observasi 
Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati 
perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi dapat 
dikatakan suatu kegiatan mencari data untuk mendapatkan 
kesimpulan.
26
 
3) Dokumentasi 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data yang 
berbentuk surat, dokumen-dokumen, buku, brosur yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti.
27
 Peneliti menganalisis data-data yang 
                                                             
 
25
 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitia Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 
pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 222. 
 
26
 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen 
Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 29. 
 
27
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenaa Media Group,2012), hlm. 
141. 
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dipeoleh dari berkas dan dokumen serta literatur lain yang berkaitan 
dengan akad musyarakah pada pembiayaan griya kontruksi. 
5. Teknik analisa data 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 
penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 
yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah 
aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.
28
 Setelah 
mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi 
kemudian dianalisis menggunaan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa 
data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus,
29
 
dengan menggunakan ketentuan fatwa DSNMUI No.08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musya>rakah terhadap pelaksanaan akad 
musya>rakah pada Kontruksi BTN iB di BTN syariah cabang Surakarta, 
sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan dalam pemahaman dalam kajian ini, maka dalam 
pembahasan per bab dengan susunan sebagai berikut : 
 BAB I, Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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 Ibid., hlm. 34-35 
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 Ibid., 16 
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 BAB II, pada bab ini berisi mengenai tinjauan umum akad, pembiayaan, 
pembiayaan musya>rakah dan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan musya>rakah. 
 BAB III, akan diuraikan mengenai gambaran umum PT Bank Tabungan 
Negara (BTN) Syariah cabang Surakarta yang meliputi sejarah singkat BTN 
Syariah, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, jenis produk dan layanan, 
penjelasan mengenai pembiayaan Kontruksi BTN iB , serta pelaksanaan akad 
musya>rakah pada Kontruksi BTN iB yang ada di BTN Syariah cabang Surakarta. 
 BAB IV, Bab ini berisi tentang Analisis Implementasi akad musya>rakah pada 
Kontruksi BTN iB di BTN Syariah Cabang Surakarta ditinjau dari fatwa DSN 
MUI Nomor 04 tahun 2000 yang akan dibahas  dalam penelitian ini. 
 BAB V, Di dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari penelitian, saran-
saran dan kata penutup. Pada bagian akhir skripsi ini juga akan dicantumkan 
daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
 
A. Akad  
1. Pengertian Akad 
 Menurut Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya “Pegantar Fiqh 
Muamalah”, akad secara linguistik memiliki makna “ar-rabthu” yang 
berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung 
sesuatu.
1
 Dalam arti luas akad dapat diartikan suatu perikatan antara ijab 
dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan adanya 
akibat-akibat hukum pada objeknya.
2
 Menurut jumhur ulama akad adalah 
pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang dapat 
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan akad.
3
 
 Di dalam undang-undang nomor  21 Tahun 2008 tentang “Perbankan 
Syariah” (Pasal 1), akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dan 
nasabah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 
berdasarkan prinsip syariah.
4
 Ijab dan qabul diadakan dengan maksud 
untuk menunjukan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang 
dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Menurut Hanafiyah ijab 
                                                             
 
1
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
hlm. 51. 
 
2
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta:UII 
Press, 2000), hlm. 65. 
 
3
  Gemala Dewi, dkk,  Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), 
hlm. 45. 
 
4
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2010), hlm 24. 
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adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang 
melakukan akad dengan menunjukkan kehendak baik dari pihak penjual 
atau pembeli. Qabul adalah sebaliknya.
5
 
2. Rukun dan Syarat Akad 
 Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjin harus memenuhi 
rukun dan syarat dari sebua akad. Rukun merupakan unsur yang mutlak 
dan harus dipenuhi dalam suatu tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur 
yang harus ada dalam suatu tindakan atau peristiwa. Akad memiliki empat 
rukun yang harus dipenuhi yaitu: 
a. Al-„a>qid  (pihak-pihak yang berakad) 
Al-„a>qid adalah orang , kelompok (persekutuan) atau badan hukum 
yang melakukan perbuatan hukum dan memiliki kecakapan dalam hal 
tersebut. Menurut hamzah ya‟cub yang dikutipaoleh gemala dewi 
subjek akad memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
6
 
1) „A>qil (berakal), orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, 
bukan orang yang gila dan terganggu akalnya sehingga dapat 
mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya; 
2) Tamyi>s (dapat membedakan), orang yang bertransaksi harus 
dalam keadaan dapat membedakan mana yang baik dan yang 
buruk; 
                                                             
 
5
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah …, hlm. 51. 
6
 Gemala Dewi, dkk,  Hukum Perikatan Islam diIndonesia …, hlm. 55. 
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3) Mukhta>r (bebas dari paksaan), pihak yang melakukan akad harus 
rela-sama rela, tanpa ada paksaa dan tekanan dari pihak lain. 
 Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kaiatannya dengan al-
„aq>idain, yaitu:7 
1) Ahliyah (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki 
hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan tasharruf 
2) Wila>yah (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya 
dapat ber-tasharruf, melakukan akad dan menunaikan segala 
akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang dapat 
melakukan wilayah akad adalah orang yang cakap ber-tasharruf 
secara sempurna 
3) Waka>lah (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan dalam hal 
harta dan perbuatan tertentu dari seseorang ke orang lain  untuk 
mengambil tindakan tetentu dalam hidupnya. Seorang wakil 
memiliki hak untukmendapat upah. 
b. Mah}allul „Aqd (objek akad) 
Mah}allul „Aqd adalah seuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan 
padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam Mah}allul „Aqd adalah sebagai berikut:8 
1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan; 
2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah dan memiliki nilai dan 
manfaat bagi manusia; 
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Ibid., hlm. 56-58 
8
 Ibid., hlm. 60-61. 
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3) Objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh „Aqd; 
4) Objek perikatan dapat diserahterimakan saat akad terjadi, atau 
pada waktu yang telah disepakati. 
c. Maud}u„ul „Aqd  (tujuan perikatan)  
Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai 
dengan ketentuan syari‟at. Ahmad azhar basyir sebagaimana yang 
dikutip oleh gemala dewi, menentukan beberapa syarat yang harus 
dipenuhi agar tujuan akad mempunyai akibat hukum:
9
 
1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas 
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan; 
2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya 
pelaksanaan akad; 
3) Tujuan akad harus dibenarkan syara‟. 
d. S}ighat 
Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab 
dan qabul. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam ijab dan 
qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:
10
 
1) Jala>‟ul ma‟na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan 
akad jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki 
oleh para pihak; 
2) Tawa>fuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; 
                                                             
9
  Ibid., hlm. 62. 
10
 Ibid., hlm. 63. 
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3) Jazmul ira>datainiyaitu antara ijab dan qabul menunjukkan 
kehendak para pihak secara pasti. 
 Dalam pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat sahnya 
sebuah perjanjian, yaitu:
11
 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, apa yang dikehendaki 
oleh para pihak disetujui dan disepakati bersama tanpa adanya 
paksaan dan penipuan; 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada dasarnya setiap 
orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika ia oleh 
undang-undang tidak dinyatakan bahwa ia tak cakap (pasal 1329 
KUH Perdata); 
3) Suatu hal tertentu; 
4) Suatu sebab yang halal (legal), apa yang menjadi tujuan bersama 
dan dikerjakan oleh para pihak yang membuat perjanjian 
bukanlah hal yang dilarang undang-undang, tidak bertentangan 
dengan ketertiban umum, dan tidak melangar kesusilaan. 
 Ijab dan qabul dapat dilakukan dapat dilakukan dengan empat 
cara berikut ini:
12
 
1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk 
perkataan secara jelas;  
                                                             
 
11
  Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan 
Syariah, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 39. 
12
  Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia …, hlm. 63-64. 
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2) Tulisan, suatu perikatan dilakukan secara tertulis oleh para pihak 
yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan 
atau untuk perikatan yang dilakukan oleh badan hukum; 
3) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang 
normal saja, tetapi orang yang tidak dapat berbicara (tunawicara) 
juga dapat melakukan suatu perikatan dengan isyarat; 
4) Perbuatan, seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, kini 
perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan. Hal ini disebut 
dengan ta„at}i atau mu„athah (saling memberi dan menerima). Ijab 
dan qabul seperti ini sering terjadi pada proses jal beli 
disupermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. 
3. Asas-Asas Akad 
 Dalam hukum Islam terdapat asas-asas akaddarisuatu perjanjian. 
Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak 
sahnya sebuah akad/perjanian yang dibuat. Adapun asas-asas akad adalah 
sebagai berikut:
13
 
a. Kebebasan (Al-H}urriyah) 
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan 
prinsip dasar dari akad. Di dalam syariah Islam memberikan 
kebebasana kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang di 
inginkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat.Pihak-pihak yang 
berakad mempunyai kebebasan untukmembuat perjanjian, baik dari 
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 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan 
Syariah … , hlm. 14. 
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segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan 
persyaratan-persyaratan lainya, dan menetapkan cara-cara 
penyelesaiannya apabila terjadi sengeta. Tujuan dari asas ini adalah 
untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama mansia 
melalui akad dan syarat-syarat ang dibuatnya. Asas ini di buat agar para 
pihak yangmelakukan akad terhindar dari unsur paksaan, tekanan, dan 
penipuan dari pihak manapun.
14
 
b. Persamaan atau kesetaraan (Al-Musa>wah) 
Asas persamaan atau kesetaraan Al-Musa>wah)sering dinamakan juga 
asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Asas ini memberikan 
landasan bahwa kedua pihak yang melakukan akad perjanjian 
mempunyai kedudukan sama pada saat menentukan hak dan kewajiban 
antara yang satu dan lainnya. Meskipun demikian, dalam prakteknya 
terdapat keadaan di mana salah satu pihak memiliki kedudukan lebih 
tinggi dibangdingkan pihak lainnya. Misalkan, pemberi fasilitas dengan 
penerima fasilitas. Pemberi fasilitas biasanya akan memiliki hak yang 
lebih tinggi dibandingkan penerima fasilitas, dan sebaliknya penerima 
fasilitas akan memiliki kewajiban yang lebih banyak dibandingkan 
pemberi fasilitas. Namun hukum Islam tetap menekankan 
keseimbangan itu, baik keseimbangan dalam apa yang diberikan dengan 
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apa yang diterima maupun resiko yang dipikul oleh kedua belah 
pihak.
15
 
c. Keadilan (Al-„Ada>lah) 
Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. 
Dalam hukum Islam, keadilan merupakan salah satu sifat Tuhan dan al-
Quran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral.
16
 
Hal ini sebagaimanan yang telah dijelaskan dalam al-Qur‟an surat Al-
Ma‟idah ayat 8 : 
 ََُش ۡىُكََُّيِشَۡجي َلََو ِِۖطِۡسقۡنِٱب َءَٰٓاََذهُش ِ َِّللَّ ٍَ يِي  ََّىق ْاُىَىُك ْاُىَُياَء ٍَ يِزَّنٱ َاهَُّيأ
َٰٓ  َيَ ٌُ ا
 ُُۢشيِبَخ َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ َْۚ َّللَّٱ ْاُىقَّتٱَو 
ِۖ  يَىۡقَّتِهن ُبَشَۡقأ َُىه ْاُىنِذۡعٱ 
ْۚ
ْاُىنِذَۡعت ََّلَأ َٰٓ  ً َهَع ٍوَۡىق
 ٌَ ُىه ًَ َۡعت ا ًَ ِب٢  
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”17 
 
Pelaksanaan asas keadilan dalam akad yaitu para pihak yang melakukan 
akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan 
keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat dan memenuhi 
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 90. 
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  Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan 
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kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian harus senantiasa 
mendatangkan keuntungan yang adil, serta tidak boleh mendatangkan 
kerugian bagi salah satu pihak.
18
 
d. Kerelaan (Al-Rid}aiyyah) 
Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas 
dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang 
berakad dianggap sebagai persyaratan terwujudnya semua transaksi. 
Transaksi yang dilakukan tidak dapar dikatakan telah mencapai sebuah 
bentuk kegiatan saling rela diantara para pelaku apabila di dalamnya 
terdapat tekanan, paksaan dan penipuan.
19
 
e. Kejujuran dan kebenaran (As}-Sidq) 
Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk 
apapun. Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala 
urusan dan perkataan, sebagaimanan yang telah dijelaskan dalam al-
Qur‟an surat al-Ahzab ayat 70: 
 ا اذيِذَس الََۡىق ْاُىنُىقَو َ َّللَّٱ ْاُىقَّتٱ ْاُىَُياَء ٍَ يِزَّنٱ َاهَُّيأَٰٓ  َي٧٧  
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar”20 
 
Nilai kebenaran akan memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang 
melakukan akad perjanjian untuk tidak berdusta dan melakukan 
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penipuan. Apabila asas ini tidak dilakukan dapat merusak legalitas dari 
perjanjian yang telah dibuat. Pihak yang merasa dirugikan dapat 
menghentikan proses perjanjian tersebut.
21
 
f. Kemanfaatan (Al-Manfa„at) 
Sebuah akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk 
mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan 
kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan 
akad terjadi suatu perbuhaan keadan yang dapat menimbulkan suatu 
kerugian bagi para pihak. Kewajiban dalam sebuah akad tersebut dapat 
diubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
22
 
g. Tertulis (Al-Kita>bah) 
Para pihak yang melakukan sebuah perjanjian dianjurkan akad tersebut 
dibuat seacara tertulis, terutama untuk transaksi dalam bentuk tidak 
tunai (kredit), hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat Al-
Baqarah ayat 282-283.
23
 
 
B. Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayaan 
 Bank merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
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masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan.
24
Pembiayaan merupakan 
kegiatan lembaga keuangan bank maupun non bank untuk menyalurkan 
dana kepada masyarakat, pihak-pihak swasta maupun pemerintah.
25
 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perbankan, Pembiayaan Syariah berdasarkan Prinsip Syariah 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil.
26
Pembiayaanatau finance adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 
maupun dijalankan oleh lembaga. Dalam terminologi bahasa, pembiayaan 
merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada 
nasabah.
27
 
 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mud}a>rabahdan musya>rakah; 
                                                             
 
24
  Burhnuddin susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia …, hlm. 17. 
 
25
 Ahmad Buchori, Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Dan Musyarakah 
Mutanaqishas …, hlm. 18. 
 
26
  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
 
27
  Muhammad, Manajemen Bank Syari‟ah ..., hlm.304. 
29 
 
 
 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ija>rah muntahiya bittamli>k(akad sewa-menyewa yang kemudian 
mejadi akad jual beli atau berpindah kepemilikan); 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mura>bahah, salam, dan 
istishna‟; 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam piutang mura>bahah; dan 
e. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa. 
2. Unsur-Unsur Pembiayaan28 
a. Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit 
(pembiayaan) yang diberikan akan dikembalikan oleh penerima kredit 
dimasa yang akan datang; 
b. Kesepakatan, di dalam sebuah pembiayaan terdapat kesepakatan antara 
pihak pemberi pembiayaan dan pihak nasabah yang dituangkan dalam 
sebuah akad/perjanjian secara tertulis dan ditandatangani oleh para 
pihak yang bersangkutan; 
c. Jangka waktu, jangka waktu ini mencakup masa pengambalian yang 
telah disepakati oleh pihak pemberi dan penerima pembiayaan; 
d. Risiko pembiayaan adalqh risiko yang diakibatkan oleh kegagalan 
nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada pemberi kredit atau 
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nasabah melakukan wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan 
kontrak;
29
 
e. Balas jasa merupakan keuntungan yang diberikan atas pemberian suatu 
pembiayaan yag dikenal dengan bunga atau bagi hasil.  
3. Jenis-jenis pembiayaan30 
a. Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaannya 
1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dikeluarkan untuk 
perluasan usaha atau pembagunan sebuah proyek. 
2) Pembiayaan modal kerja pembiayaan yang digunakan untuk 
meningkatkan produksi dalam operasional. 
b. Jenis pembiayaan dilihat dari segi tujuannya 
1) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan ini bertujuan untuk 
membeli barang-barang atau memenuhi kebutuhan yang digunakan 
untuk nasabah yang bersifat konsumtif; 
2) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan ini diberikan kepada 
nasabah berupa uang atupun barang yang digunakan untuk 
peningkatan usaha produksi atau investasi; 
3) Pembiayaan perdagangan, pembiayaan yang digunakan untuk 
membeli barang-barang dagangan yang pembayarannya 
diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Pembiayaan ini 
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biasanya di berikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan 
untuk membeli barang dalam jumlah besar. 
c. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu 
1) Short term (pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk 
pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun; 
2) Irmediate term (pembiayaan jangka waktu menengah), yaitu suatu 
bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, 
biasanya sampai 3 (tiga) tahun; 
3) Long term (pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk 
pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari sampai 3 (tiga) tahun; 
4) Demand loan suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat 
diminta kembali. 
d. Jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan 
1) Pembiayaan dengan jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan 
dengan adanya jaminan, jaminan yang diberikan dapat berwujud 
barang atau orang tertentu; 
2) Pembiayaan tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa 
adanya jaminan yang diberikan nasabah, baik barang maupun 
orang. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan 
karakter calon penerima pembiyaan. 
 
 
 
32 
 
 
 
4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 
 Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai beberapa tujuan 
yang hendak dicapai yaitu:
31
 
a) Mencari keuntungan 
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit 
tersebut, hasil/keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga/nisbah 
yang diterima sebagai balas jasa untuk pembiayaan yang telah 
diberikan; 
b) Membantu usaha nasabah 
Yaitu pembiayaan diberikan untuk membantu nasabah yang 
memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. 
Dengan adanya pembiayaan ini diharapkan nasabah dapat 
mengembangkan dan memperluas usahanya; 
c) Membantu pemerintah dalam berbagai bidang 
Yaitu bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan 
pihak perbankan, maka semakin baik. Hal ini dapat meningkatkan 
pembagunan diberbagai sektor terutama sektor riil. 
  Kemudian terdapat juga fungsi dari pembiayaan di antaranya ialah:
32
 
a)  Untuk meningkatkan daya guna uang; 
b) Untuk meningkatkan daya guna barang; 
c) Sebagai alat stabilitas ekonomi; 
d) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan; 
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e) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 
 
C. Pembiayaan Musya>rakah 
1. Pengertian Musya>rakah 
 Secara harfiah makna syirkah adalah penggabungan, percampuran 
ataupun serikat.
33
 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di dalam 
pasal 20 ayat (3), syirkah (musya>rakah) adalah kerja sama antara dua 
orang atau lebih dalam hal permodalan, keahlian dan kepercayaan untuk 
mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 
berdasarkan nisbah yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.  
 Menurut ulama hanafiyah, syirkah adalah penggabungan harta 
dan/atau ketrampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang 
berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.
34
 
 Al-musya>rakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 
konstribusi dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan 
kerugiannya ditanggung sesuai kontribusi modal yang diberikan.
35
 Dengan 
demikian syirkah/musya>rakah merupakan suatu bentuk dari perjanjian bagi 
hasil.  
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2. Landasan Hukum Musya>rakah 
QS. As-Shod ayat 24 
 يِغَۡبَين ِءََٰٓاَطهُخۡنٱ ٍَ ِّي ا اشِيثَك ٌَّ ِإَو ِۦِۖهِجاَعَِ  ً َنِإ َِكتَجَۡع  ِلاَؤُِسب َك ًَ َهَظ َۡذَقن َلَاق
 ٍَّ َظَو ُۡۗۡىه ا َّي ٞميَِهقَو ِت  َِحه  َّصنٱ ْاُىه ًِ َعَو ْاُىَُياَء ٍَ يِزَّنٱ َِّلَإ ٍضَۡعب  ً َهَع ُۡىهُضَۡعب
 َفَۡغتۡسَٱف ُه  َََُّتف ا ًَ َََّأ ُدُۥواَد ۩َبَا َأَو 
َّۤا اعِكاَس ََّّۤشَخَو ۥُهَّبَس َش٨٢  
"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta 
kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat 
sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; 
maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat”.36 
 
Q.S an-Nisa‟ Ayat 12 
….. ُِْۚثهُّثنٱ ِيف ُءَٰٓاَكَشُش ُۡىَهف…..٢٨ 
“maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”37 
  
QS. Al-Maidah ayat 1 
 
 ُكَۡيهَع  ً َهُۡتي اَي َِّلَإ ِى  َع َۡ َۡلۡٱ ُت ًَ يَِهب ىَُكن ۡتَّهُِحأ ِْۚدُىقُعۡنِٱب ْاُىفَۡوأ ْا َُٰٓىَُياَء ٍَ يِزَّنٱ َاهَُّيأ
َٰٓ  َي ۡى
 ُذيُِشي اَي ُىُكَۡحي َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ ۡۗ وُشُح ُۡىتََأَو ِذۡي َّصنٱ يِّهِحُي َشۡيَغ٢  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.”38 
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Hadits Nabi 
 
 ٍْ َُخي َْىن اَي ٍِ يَكي ِششنا ُِثن َاث َا َأ ُلُْىَقي الله ٌِإ: ََمق ُهََعفَس ,َة َشْي َُشه ِيَبا ٍْ َع
  ا ًَ ِهَُِْيب ٍْ ِي ُتْخ َشَخ َُه  اَخ اَرَئف َُهبِحاَص ا ًَ ُه ُذََحأ 
Dari Abu Hurairah yang dirafa‟kan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW 
bersabda, sesungguhna Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga 
antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak 
menghianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar 
dari mereka.” (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).39 
 
3. Rukun dan Syarat Syirkah 
 Adapaun rukun dari musya>rakah adalah:40 
a. Sighat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh para pihak yang 
melakukan akad untuk menunjukkan kemauan mereka, dan 
memuat kejelasan tujuan dalam melakukan sebuah kontrak; 
b. Pihak-pihak yang berserikat, syarat bagi mitra yang melakukan 
kontrak musyarakah harus kompeten dalam memberikan atau 
diberikan kekuasaan perwakilan; 
c. Obyek perikatan, modal yang harus diberikan berupa uang tunai 
atau aset-aset perniagaan. 
Sedangkan syarat musyarakah secara umum adalah:
41
 
a. Akad syirkah harus bisa menerima wakalah (perwakilan). Dalam 
syirkah, setiap partner mendapatkan izin dari pihak lain untuk 
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menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan 
wakil dari pihak lain; 
b. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan usaha di 
kuantifikasikan dalam bentuk nisbah atau prosentase secara jelas; 
c. Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak dapat 
disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, hal ini bertentangan 
dengan konsep syirkah dalam berbagi keuntungan dan risiko atas 
usaha yang dijalankan. 
4. Macam-Macam Musya>rakah 
 Al-Musyarakah terbagi menjadi dua yaitu syirkahAl amlak 
(musya>rakah kepemilikan) dan syirkah Al „Aqd (musya>rakah Akad). 
Musya>rakah kepemilikan terjadi terjadi karena pembelian bersama, wasiat, 
warisan atau kondisi kepemilikan terhadap suatu asset oleh dua orang atau 
lebih. Keuntungan dan pengoperasian asset tersebut akan dibagi bersama 
sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan musya>rakah akad, tercipta karena 
kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju memberikan kontribusi 
modal musya>rakah dan bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian, 
adapun akad musyarakah ini sedniri terbagi menjadi:
42
 
a. Syirkah al „inan 
Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak 
memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja, 
keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati. Porsi dari 
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masig-masing pihak baik dalam dana, kerja ataupun keuntungan tidak 
harus sama, tapi sesuai dengan kesepakatan. 
b. Syirkah mufa>wadah 
Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak 
memberika suatu porsi dari keseluruhan dana dan setiap pihak dan 
berpartisipasi dalam kerja. Setiap keuntungan dan kerugia akan dibagi 
dengan orsi yang sama oleh para pihak. Syarat utama dari jenis 
musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, 
tanggungjawab, dan beban hutang yang ditanggung oleh masing-
masing pihak secara sama. 
c. Syirkah al „amaal 
Syirkah ini merupakan kerjasama antara dua prang sprofesi untuk 
menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari 
pekerjaan yang telah dilakukan. Misalnya kerjasama dua orang arsitek 
menggarap proyek. 
d. Syirkah al wuju>h 
Adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi 
yang baik serta keahlian dalam bisnis. Mereka membeli barang secara 
kredit dari suatu perusahaan dan kemudian menjual barang tersebut 
secara tunai. Keuntungan dan kerugian dari penjualan tersebut akan 
dibagi kedua belah pihak. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan 
modal, karena pembelian barang dilakukan secara kredit dan 
berdasarkan jaminan orang yang bersekutu. 
38 
 
 
 
e. Syirkah Al Mud}a>rabah 
Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak shahibul 
maal menyediakan seluruh modal kerja sedangkan pihak lainnya 
menjadi pengelola (mud}a>rib). Keuntungan akan dibagi menurut 
kesepakatan dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung 
oleh (pemilik modal) sa>h}ibul maal selama bukan akbiat kelalaian 
mud}a>rib.43 
5. Berakhirnya Syirkah 
 Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
44
 
a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan dari pihak 
yang lainnya, karena syirkah terjadi atas dasar kerelaan. Apabila salah 
satu pihak tidak menginginkannya maka syirkah  tidak dapat 
dilaksanakan; 
b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan/keahlian dalam mengelola harta, 
baik karena gila atupun karena alasan lain; 
c. Salah satu pihak meninggal dunia; 
d. Modal para anggota syirkah telah lenyap sebelum dibelanjakan atas 
nama syirkah; 
e. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan; 
6. Skema al-Musya>rakah 
Gambar. 2.1 
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Skema al-Musya>rakah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Burhanuddin S, Hukum Perbankann Syariah di Indonesia, hlm. 269. 
7. Tujuan Pembiayaan Musya>rakah 
a. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal; 
b. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya; 
c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah 
untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagaiya Coorporate 
Social Responsibility (CSR). 
 
 
 
D. Fatwa DSN MUI tentang Musya>rakah 
Nasabah  
Nisbah Bagi Hasil 
Keuntungan 
Bank Syariah  
PROYEK USAHA 
Akad Bagi Hasil 
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 Lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang diselenggarakan pusat 
pada tanggal 29-30 juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah 
lembaga yang dapat menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan 
aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada tanggan 14 oktober 1997 
MUI mengadakan rapat untuk pembentukan Dewan Syariah Nasional, 
kemudian pada tanggal 10 februari 1999 Dewan Pimpinan MUI menerbitkan 
SK NO. KEP-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah 
Nasional. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka 
mewujudkan aspirasi umat muslim mengenai masalah perekonomian yang 
mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan 
yang dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.
45
 
 Fatwa DSN-MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 
berisi tentang ketentuan-ketentuan dan aturan terhadap sesuatu guna 
memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator, lembaga-lembaga bisnis 
syariah, termasuk Lembaga Keuangan Syariah.
46
 
 Fatwa DSN MUI mempunyai peranan penting dalam pengembangan 
produk hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN MUI menempati 
posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan perbankan syariah, karena 
pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada al-Quran dan 
As-Sunnah sebagai pedoman utama umat muslim.
47
 Fatwa DSN MUI  
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tentang pembiayaan musyarakah ditetapkan pada tanggal 1 April tahun 2000 
yang ditandatangani oleh KH Ali Yafie (ketua) dan Nazri Adlani (sekertaris) 
dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.
48
 
Fatwa tentang pembiayaan musyarakah No: 08/DSNMUI/IV/2000 
mempunyai beberapa ketentuan yaitu:
49
 
1. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran pada dasar kotrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.  
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Kompetensi dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam 
proses bisnis normal. 
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d. Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing di anggap telah diberi 
wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan 
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian 
dan kesalahan yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. 
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian) 
a. Modal  
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, pera, atau yang 
dinilai sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti 
baran-barang properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk 
aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati 
oleh para mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang 
atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, 
kecuali atas dasar kesepakatan. 
3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan LKS dapat 
meminta jaminan. 
 
b. Kerja 
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1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelakanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja 
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 
kerja, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama 
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing 
dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah. 
2) Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas 
dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan 
diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas prosentase itu diberikan 
kepadanya. 
4) Kerugian 
Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional 
menurut saham masing-masing dalam modal.  
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d. Biaya operasional 
1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 
2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
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BAB III 
MEKANISME PEMBIAYAAN KONTRUKSI BTN IB DENGAN AKAD 
MUSYARAKAH DI BTN SYARIAH SURAKARTA 
 
A. Sejarah berdirinya Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah 
 Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya telah muncul 
sejak pertengahan tahun 1970-an. Namun ada beberapa alasan yang menghambat 
terealisasinya ide tersebut, diantaranya adalah operasi bank syariah yang 
menerapkan prinnsip bagi hasil belum diatur di dalam Undang-Undang. Setelah 
dikeluarkannya PAKTO (Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober) tahun 
1998 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian 
bank-bank baru di Indonesia, dimulailah dari pendirian bank perkreditan rakyat 
Syariah yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syariah di 
Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992.
1
 Hal ini diikuti 
dengan kemunculan UU No. 1992 tentang perbankan, di mana perbankan bagi 
hasil diakui. 
 Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah memberi landasan hukum yang lebih 
kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan jaringan perbankan 
syariah melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank 
konvensional. Di dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai dual 
                                                             
 
1
 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 
Indonesia, cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007 ), hlm. 58. 
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banking sytem
1
 (terselenggaranya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan 
syariah secara berdampingan). 
 Bank tabungan negara (BTN) syariah merupakan strategic business unit 
(SBU) dari BTN yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. BTN 
syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 februari 2005 yang ditandai dengan 
pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta.
2
 Pada tahun 2006 Bank 
BTN telah mengoperasikan kantor-kantor cabang dan cabang pembantu di 
beberapa lokasi seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, 
Malang, Solo, Batam, Tanggerang, Bogor, dan Bekasi. Pembukaan SBU ini guna 
melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan 
syariah. 
 
B. Tujuan Pendirian3 
Adapun tujuan dari pendirian bank BTN Syriah adalah 
1. Untuk memenuhi kebutuhan bnk dalam memberikan pelayanan jasa 
keuangan syariah 
2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank 
3. Meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan 
usaha 
                                                             
 
1
 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, ed.1, cet.2, (Jakarta:Sinar 
Grafika, 2014), hlm. 55. 
 
2
http://www.syariahbank.com/profil-btn-syariah/amp/, diakses pada 1 mei 2018 pukul 21.33 
 
3
 Ibid., 
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4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah 
dan pegawai 
 
C. Visi dan misi4 
1. Visi 
“Menjadi strategic business unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam 
penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan 
bersama”. 
2. Misi 
a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN; 
b. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam 
pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait 
sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh 
pangsa pasar; 
c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip 
syariah sehingga dapat menigkatkan ketahana BTN dalam 
menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan 
shareholders value; 
d. Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap 
stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan 
nasabah. 
 
                                                             
 
4
https://www.syariahbank.com/profil-btn-syariah/amp/, diakses pada 1 mei 2018 pukul 21.33 
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D. Produk  
1. Pendanaan (funding) 
a. Tabungan BTN Batara iB 
Produk tabungan dengan menggunakan akad wadi‟ah, yang 
merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun 
lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik 
menghendakinya. 
b. Tabungan BTN Prima 
Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 
dengan menggunakan akad Mudharabah (investasi), bank menjajikan 
bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya. 
c. Tabungan BTN Haji iB 
Tabungan BTN Haji iB merupakan produk tabungan sebagai media 
penyimpanan dalam rupiah untuk biaya perjalanan ibadah Haji (BHIP), 
dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mud}ara>bah (investasi), 
bank menjajikan bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah atas 
simpanannya. Tabungan ini memang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan nasabah yang ingin  melakukan ibadah haji. 
d. Deposito BTN iB 
Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito 
dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan/keinginan nasabah dengan 
menggunakan akad mudharabah (investasi), bank memberikan bagi 
hasil bagi nasabah atas simpanan depositonya 
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e. Giro BTN iB 
Produk simpanan dana perorangan atau korporasi untuk 
mmperlancar aktivitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan 
dengan cek atau bilyet giro atau sarana pemindahan buku lainnya, 
dengan menggunakad akad wadi‟ah. Bank boleh meberikan bonus yang 
menguntungkan bagi nasabah. 
f. TabunganKu iB 
Produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan 
yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank guna menumbuhkan 
budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
2. Produk  Pembiayaan (financing) 
a. Pembiayaan KPR Subsidi 
 KPR BTN Subsidi atau Sejahtera iB adalah pembiayaan kepada 
nasabah perorangan dengan akad murabahah (jual beli) dalam rangka 
kepemilikan rumah. Manfaat yang didapat nasabah yaitu prosesnya 
mudah dan cepat, angsuran ringan dan tetap sampai dengan lunas dan 
gratis suransi jiwa dan kebakaran. 
b. Pembiayaan KPR BTN Inden iB 
 Yaitu produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, 
apartemen secara inden dengan menggunakan akad istishna‟ dengan 
pengembalian secara tangguh dalam jangka waktu tertentu.  
Keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan: 
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1) Dengan akad berdasarkan prinsip Istishna‟, maka kesepakatan 
harga akan tetap terjaga (fixed) pada nilai tertentu sampai akhir 
jangka waktu sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai 
akhir; 
2) Selama masa pembangunan, nasabah belum diwajibkan 
membayar angsuran (diberikan grace period/penundaan 
pembayaran); 
3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun; 
4) Maksimal pembiayaan Bank 80% dari harga beli rumah dari 
developer dan 20% sisanya share uang muka Nasabah. Untuk 
pembayaran angsuran secara potong gaji, kontribusi uang 
muka cukup 10%. 
c. Pembiayaan KPR Bangun Rumah BTN iB 
 KPR Bangun Rumah BTN iB adalah pembiayaan kepada nasabah 
perorangan dengan akad mura>bahah(jual beli) dalam rangka 
membangun atau merenovasi tempat tinggal. 
d. Pembiayaan KPR Platinum BTN iB 
 Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, 
rusun/apartemen bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 
prinsip akad mura>bahah (jual beli) 
Keuntungan bagi nasabah dan ketersedian layanan: 
1) Dengan akad berdasarkan prinsip Istishna‟, maka kesepakatan 
harga akan tetap terjaga (fixed) pada nilai tertentu sampai akhir 
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jangka waktu sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai 
akhir; 
2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun; 
3) Maksimal pembiayaan Bank 80% dari harga beli rumah dari 
developer dan 20% sisanya share uang muka Nasabah. Untuk 
pembayaran angsuran secara potong gaji, kontribusi uang 
muka cukup 10%. 
e. Pembiayaan Kontruksi BTN iB 
 Pembiayaan Konstruksi BTN iB merupakan produk pembiayaan 
yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja 
pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan 
dengan menggunakan prinsip akad Musyarakah (Bagi Hasil), dengan 
rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow 
nasabah 
f. Pembiayaan Tunai emasku BTN iB 
 Yaitu produk pembiayaan yang diberikan bagi nasabah 
berdasarkan akad Qardh, Rahn, Ijarah disertai dengan surat gadai. 
Manfaat yang diperoleh nasabah yaitu: 
1) Proses cepat dan mudah 
2) Keamanan terjamin dan dapat digunakan untuk memenuhi 
segala kebutuhan anda 
3) Margin yang kompetitif 
4) Adanya perlindungan asuransi 
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g. Pembiayaan modal kerja BTN iB 
Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
belanja modal naabah lembaga atau perusahaan dengan menggunakan 
prinsip akad mud}a>rabah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian 
berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah 
Keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan: 
1) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. 
2) Bank menyediakan dana 100% dari kebutuhan modal kerja. 
3) Berbagai macam penggunaan: Kopkar/Kopeg untuk disalurkan 
kepada anggota dengan pengembalian potong gaji, Kontraktor 
penerima SPK/Kontrak, Lembaga Keuangan Syariah/Mikro 
Syariah (LKS/LKSM) untuk disalurkan kepada nasabahnya, 
modal kerja perdagangan. 
h. Pembiayaan investasi BTN iB 
Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
belanja barang modal perusahaan/lembaga dengan menggunakan akad 
murabahah (jual beli) atau musyarakah (bagi hasil), dalam rangka 
rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau peningkatan kapasitas usaha 
nasabah. Keuntungan bagi nasabah : 
1) Sistem pembayaran oleh nasabah dilakukan sesuai cash flow 
yang telah disepakati dengan jangka waktu maksimal 5 tahun 
2) Pembiayaan yang diberikan sebesar 65 dari nilai kebutuhan 
investasi 
53 
 
  
3) Pencairan pembiyaan bisa sekaligus atau sesuai kebutuhan 
4) Anggunan pembiyaan fixed asset dipersyaratkan 
5) Adanya biaya administrasi dan biaya notaris 
i. Pembiayaan kendaraan bermotor 
Fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah (Jual 
Beli), yang diperuntukan bagi nasabah dalam rangka pembelian 
kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor). 
Keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan: 
1) Angsuran tetap sampai masa pembiayaan selesai 
2) Jangka waktu spembiayaan maksimal 5 tahun (mobil) dan 4 
tahun (sepeda motor) 
4) Maksimal pembiayaan Bank 80% dari harga beli dealer dan 
20% sisanya uang muka Nasabah. Untuk pembayaran 
angsuran secara potong gaji, kontribusi uang muka cukup 
10%. 
5) Standar layanan maksimal 7 hari dari permohonan lengkap 
sampai dengan pelaksanaan akad. 
j. Pembiayaan Multijasa BTN iB 
Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan memenuhi 
kebutuhan layanan jasa bagi nasabah dengan menggunakan akad 
kafalah bil ujroh. Keuntungan yang di dapat nasabah diantaranya 
yaitu margin kompetitif, proses cepat dan mudah, adanya asuransi 
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jiwa dan kebakaran, serta nasabah dapat menggapai impiannya dengan 
segera. 
k. Pembiayaan KUR BTN iB 
Pembiayaan KUR BTN iB merupakan fasilitas pembiayaan modal 
kerja atau investasi yang diberikan bank kepada nasabah yang 
bergerak dalam bidang usaha berskala mikro, kecil dan menengah 
guna pembiayaan usaha produktif. Keuntungan yang diperoleh 
nasabah: 
1) Sistem pembayaran oleh nasabah dilakukan sesuai cash flow 
yang telah disepakati 
2) Jangka waktu modal kerja adalah 3 tahun dan investasi yaitu 5 
tahun 
3) Maksimal pembiayaan adalah 80% dari modal kerja dan 70% 
dari kebutuhan investasi 
4) Pencairan pembiayaan dapat sekaligus atau sesuai kebutuhan 
5) Adanya keringanan syarat agunan berupa fixed asset 
6) Adanya biaya administrasi dan biaya notaris 
l. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB 
Pembiayaan konsumtif perorangan khusus bagi para pegawai dan 
pensiunan. Pembiayaan ini diberikan untuk keperluan pembelian 
berbagi jenis barang dengan menggunakan akad murabahah (jual 
beli). 
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3. Produk jasa 
a. ATM BATARA 
b. Inkaso 
c. Kiriman uang 
d. Bank garansi 
e. Money changer 
f. Batara Payroll 
g. Inkaso luar negeri 
h. Safe deposit box 
i. Penerimaan biaya perjalanan ibadah haji 
 
E. Struktur Organisasi  
1. Kepala Cabang (Branch Manager) 
Tugas-tugas kepala cabang antara lain adalah: 
a. Mengembangkan bisnis cabang 
1) Mengelola hubungan dengan nasabah  
2) Membimbing rencana bisnis untuk cabang 
3) Membimbing promosi dan upaya pemasaran 
b. Merencanakan dan menyusun kebijakan 
1) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk pusat 
2) Menetapkan strategi kinerja untuk seluruh unit cabang 
3) Membuat perencanaan sumber daya manusia dan pengawasan 
c. Mengawasi dan menyetujui transaksi bisnis cabang 
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1) Mengambil kepentingan bisnis 
2) Memberikan persetujusn untuk transaksi yang tidak lazim 
3) Memotivasi bawahan dan rekan kerja 
2. Junior secretary 
a. Menerima dan menjawab telepon serta mencatat pesan-pesan lewat 
telepon 
b. Menerima tamu yang akan bertemu dengan pimpinan  
c. Menyusun acara sehari-hari pimpinan 
3. Comercial Deputy Branch Manager 
a. Bertanggung jawab atas perencanaan dan penetapan strategi bisnis di 
unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya sesuai kebijakan bank 
b. Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi selling service, teller 
service, cutomer service, dan finance service di kantor cabang dengan 
baik 
4. Supporting Deputy Branch Manager 
a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional harian 
cabang untuk menjamin efektivitas dan efesiensi 
b. Bertanggung jawab terhadap standar kualitas yang tinggi dalam 
bidang pemrosesan transaksi, dministrasi pembiayaan,dan 
dministrasi umum cabang 
5. Layanan ritel  
a. Layanan ritel (teller service) 
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1) Melayani setoran tunai angsuran kredit kepemilikan rumah cabang 
sendiri dan cabang lain 
2) Melayani penabungan dan penarikan tunai  
3) Melayani setoran dan pembayaran deposito 
4) Mengelola kas cabang 
5) Melayani kebutuhan nasabah lainnya 
6) Menerima transaksi penjemputan uang tunai 
7) Melakukan penjualan dana keluar 
8) Memelihara rekening saldo 
b. Layanan nasabah (costumer service) 
1) Memberikan pelayanan tabungan loket cabang 
2) Memberikan pelayanan tabungang kantor pos 
3) Melayani proses pembukua rekening rupiah dan valas 
4) Melayani proses penutupan dan perpanjangan rekening rupiah dan 
valas 
5) Melakukan penjualan keluar 
6) Administrasi transaksi loket cabang 
7) Pelayanan nasabah lainnya 
6. Operasional  
a. Pemrosesan transaksi  
1) Melakukan proses kliring 
2) Memproses transaksi angsura kredit 
3) Mengadministrasikan transaksi tabungan kantor pos 
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4) Melakukan proses transaksi kolektif KPR 
5) Melakukan pemrosesan On-Line real time melalui RTGS 
6) Melakukan pemrosesan transaksi pemindah bukuan non tunai 
7) Memelihara transaksi cabang 
8) Pembuatan laporan 
b. Administrasi kredit 
1) On the spot  
2) Appraise (transaksi) 
3) Laporan pelaksanaan akhir 
4) Dokumentasi kredit 
5) Maintenance pelaksanaan kredit 
c. Administrasi umum cabang 
1) Administrasi kepegawaian 
2) Pengelolaan logistic 
3) Menjaga keamanan 
4) Mengelola anggaran cabang 
5) Kesekertariatan 
6) Mengelola keamanaan 
d. Accounting 
1) Bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan laporan kantor 
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas 
2) Bertanggung jawab atas pengelolaan pengarsipn bukti dasar, bukti 
transaksi, dan listing dilakukan dengan tertib dan benar 
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7. Loan service (layanan kredit) 
a. Melakukan fungsi layanan (kredit, pelunasan data penyelesaian, klaim 
debitur 
b. Melakukan fungsi layanan permohonan pembayara ekstra dan 
advance payment 
c. Melakukan fungsi layanan penerimaan permohonan klaim asuransi 
kredit 
d. Melakukan aktivitas surat-menyurat dan menatausahakan berkas yang 
menjadi ruang lingkup pekerjaannya 
e. Melakukan pencetakan rekeing koran kredit yang untuk keperluan 
internal 
f. Melakukan penyerahan dokumen pokok bagi debitur yang  melunasi 
kredit dengan benar 
g. Analisis terhadap permohonan kredit KPR/non KPR 
h. Memberikan pelayanan kepada nasabah 
i. Memproses pengajuan kredit 
j. Menganalisa permohonan kredit 
k. Menyelenggarakan realisasi kredit 
l. Memproses pelunasan kredit 
8. Kepala collection and Work out (CWO) 
a. Memastikan pencapaian sasaran dan rencana tindakan di unit kerja 
loan collection work out 
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b. Melakukan perencanaan dan penetapan strategi serta kebijakan 
pembinaan, penyelamatan serta penyelesaian kredit 
c. Melakukan perencanaan dan penetapan strategi serta kebijakan 
pembinaan penyelamatan serta penyelesaian kredit 
d. Melakukan pembinaan penyelamatan dan penyelesaian kredit baik 
retail maupun retruksi kredit umum 
e. Melakukan perencanaan, bimbingan serta penilaian kinerja secara 
objektif petugas penaguhan dan penyelamatan kredit 
f. Membina hubungan dengan pihak luar, seperti pengadilan negeri, 
KP2LN, notaris, developer, atau instansi yang lain terkait dengan 
pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian kredit 
g. Memastikan bahwa semua langkah penyelasaian kredit bermasalah 
sesuai dengan ketentuan bank serta bebas dari permasalahan hukum 
yang merugikan pihak BTN 
h. Mengelola anggaran yang terkait dengan pembinaan dan 
penyelamatan kredit secara efektif dan efesiensi 
i. Memastikan dan memeriksa akurasi lapran-laporan yang terkait 
pembinaan dan penyelamatan kredit 
9. LAO Penyelamatan kredit 
a. Memastikan pembayaran kembali kredit yang bermasalah dengan 
melaukan tindakan penylesaian  
b. Melakukan proses restrukturisasi kredit ritel dan kredit umum 
c. Melakukan proses penyelesaian kredit retail dan kredit umum 
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10. Collection penagihan kredit 
a. Melakukan indentifikasi terjadinya tunggakan  
b. Melakukan pembinaan kredit retail 
c. Memantau kelancaran pembayaraan kredit 
d. Memberikan alternatif pembinaan kredit agar kredit kembali lancar 
e. Melakukan pelayanan, pembinaan dan pemantauan pembayaran 
debitur kolektif 
f. Melayani debitur yang memerlukan tindakan penyelesaian khusus 
terkait dengan pembinaan kredit 
g. Melaksanaka tata laksana administrasi dokumen yang terkait dengan 
unit kerja loan CWO 
 
F. Mekanisme Pembiayaan Musya>rakah Kontruksi BTN IB di BTN Syariah 
Cabang Surakarta 
1. Pengertian Pembiayaan Kontruksi BTN IB  
 BTN syariah Surakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai 
lembaga intermediari kepada masyarakat memiliki beberapa produk 
pembiayaan komersial dengan akad musya>rakah, salah satunya adalah 
pembiayaan kontruksi BTN iB dengan menggunakan prinsip bagi hasil. 
Pembiayaan kontruksi BTN iB merupakan produk pembiayaan komersial 
di BTN syariah Surakarta yang ada sejak BTN syariah Surakarta 
diresmikan yaitu pada tahun 2006.
5
 Produk pembiayaan ini sebagai solusi 
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bagi para developer yang membutuhkan dana untuk membelanjai 
keperluan pembangunan perumahan yang akan dipesan oleh calon nasabah 
serta untuk mengembangkan usahanya.
6
 Mengingat sekarang ini 
kebutuhan akan tempat tinggal bagi masyarakat semakin meningkat, dan 
rumah merupakan investasi masa depan yang berjangka panjang. Hal 
inilah yang di manfaatkan pihak developer untuk memperluas usaha 
mereka di bidang properti.  
 Seperti halnya praktik operasional perbankan syariah lainnya, 
pembiayaan kontruksi BTN iB yang diberikan BTN syariah juga 
menggunakan prinsip akad musya>rakah „inan dalam pelaksanaannya, 
dengan pengembalian modal berdasarkan proyeksi kemampuan cash flow 
nasabah dalam jangka waktu tertentu. Di mana pihak bank dan pihak 
developer (nasabah) sama-sama memberikan kontribusi modal dengan 
jumlah yang berbeda, porsi modal yang diberikan bank lebih besar 
dibandingkan modal yang diberikan oleh pihak nasabah.
7
 Dalam 
pengajuan pembiayaan musya>rakah harus memenuhi rukun akad, yaitu: 
a. Al-„a>qid  (pihak-pihak yang berakad) 
Dalam praktek pembiayaan Kontruksi BTN iB yang dimaksud dengan 
„aqid adalah pihak bank dan developer. Di mana para „aqid atau para 
pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk menunjukkan 
kehendak mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain dalam 
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permbuatan Akad perjanjian. Nasabah yang akan mengajukan 
pembiayaan harus cakap hukum (dewasa, tidak gila, dan tidak dalam 
pengampuan) dalam ini ditunjukkan dengan melampirkan fotocopy 
KTP dalam berkas pengajuan pembiayaan di BTN syariah cabang 
Surakarta. 
b.  Objek akad 
Objek akad haruslah memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah 
objek itu harus jelas dan tidak dilarang oleh syara‟. Dalam pembiayaan 
musya>rakah yang dilakukan oleh pihak BTN syariah cabang Surakarta 
adalah jelas yaitu pembiayaan kontruksi. Modal yang diberikan untuk 
pembiayaan ini berupa uang tunai. kerugian di bagi berdasarkan 
kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang 
berserikat. 
c. S}ighat 
Di BTN Syariah cabang Surakarta S}ighat (ijab qabul) di nyatakan 
dengan lisan dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk akad 
perjanjian oleh PIHAK I dan PIHAK II. Dalam S}ighat salah satu pihak 
tidak bisa memutuskan perjanjian secara sepihak sebab kedua belah 
pihak terikat dengan perjanjian tersebut. Akad perjanjian di buat di 
depan notaris dengan persetujuan pihak Bank dan developer. 
d. Tujuan akad 
Tujuan dari pembiayaan kontruksi BTN iB untuk menjalin kerjasama 
antara pihak bank dan developer dalam menjalankan usahanya dibidang 
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properti, di mana keuntungan dari penjualan rumah tersebut akad dibagi 
antara pihak BTN syariah cabang Surakarta dan pihak developer 
dengan proporsi yang telah disepakati diawal. 
 Adapun keuntungan nasabah dan ketersediaan layanan Pembiayaan 
Kontruksi BTN iB: 
a. Dengan akad berdasarkan prinsip musya>rakah nasabah baru akan 
membayar bagi hasil dan pengembalian pokok setelah proyek atau 
persediaan yang dibiyai telah menghasilkan pendapatan 
b. Jangka waktu pembiayaan maksimal 4 tahun 
c. Pencairan pembiayaan sesuai prestasi proyek 
d. Bank menyediakan dana maksimal 80% dari kebutuhan modal kerja 
kontruksi 
e. Untuk optimalkan pendapatan bagi hasil, bank lebih proaktif ikut 
berperan mempercepat pembangunan dan penjualan, melaui 
percepatan proses KPR, percepatan proses pencairan termin jasa 
Griya dll 
2. Tahap pengajuan pembiayaan 
 Secara garis besar, tahapan yang akan dilalui nasabah yang hendak 
mengajukan pembiayaan Kontruksi BTN iB adalah:
8
 
 Pertama, tahap permohonan pengajuan pembiayaan, nasabah 
mengajukan pembiayaan kepada bank dengan datang ke bank. Setelah itu 
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nasabah mengisi aplikasi permohonan dan melakukan pemenuhan 
kelengkapan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan. 
 Kedua, tahap analisa. Sebelum melakukan analisa terhadap berkas-
berkas nasabah dan legalitas, bank melakukan survey terlebih dahulu 
mengenai lahan yang akan dibangun perumahan oleh pihak developer. 
Analisa yang dilakukan oleh bank BTN Syariah Surakarta didasarkan pada 
rumus prinsip 5C, yaitu: 
a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil 
pinjaman, pihak bank BTN melihat karakter nasabah melaui 
pihak-pihak lain yang mengenal nasabah seperti rekan kerja 
nasabah. Selain itu, pihak bank juga meneliti nasabah dengan BI 
checking.
9
 
b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha 
dan mengembalikan pinjaman yang diambil. 
c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. 
d. Colateral artinya jaminan yang telah diberikan peminjam kepada 
pihak bank. Jaminan yang diberikan oleh nasbah Kontruksi BTN 
iB berupa sertifikat tanah/lahan yang akan dibangun perumahan 
oleh pihak developer. 
e. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. 
 Faktor yang mendasari diterapkannya Analisis ini adalah untuk 
meminimalisir resiko pembiayaan yang memungkinnkan akan muncul dan 
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untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh pihak nasabah. Dengan adanya 
prinsip 5C yang diterapkan oleh Bank dapat digunakan untuk mengetahui 
keadaan calon nasabah sebelum pembiayaan diasalurkan oleh Bank 
Tabungan Negara (BTN) Syariah.
10
 
 Ketiga, yaitu tahap persetujuan. Setelah dilakukan analisa data oleh 
bank, bagian procesing akan merekomendasikan dalam rapat bersama untuk 
mendapat second opinion dari devisi lain dan persetujuan dari Branc 
Manager. Jika permohonan disetujui maka dari pihak bank akan 
mengeluarkan surat keputusan persetujuan pembiayaan disebut SP3 yang 
berisi klausul-klausul yang nantinya ada di dalam akad.
11
 
 Tahap keempat adalah tahap pelaksanaan dan penandatanganan akad. 
Setelah dikeluarkan SP3, selanjutkan pemanggilan nasabah untuk 
melakukan penandatanganan akad antara pihak bank dan nasabah 
(developer) didepan notaris. Selanjutnya nasabah dapat melakukan 
pencairan atas plafond pembiayaannya. Namun, sebelumnya nasabah 
(developer) telah melunasi biaya administrasi dan biaya notaris 0,5% dari 
plafond 
12
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Tabel. 3.1 
Biaya administrasi pembiayaan 
Biaya Administrasi
-                  - 100.000.000   1.000.000                             
> 100.000.000   - 200.000.000   1.500.000                             
> 200.000.000   - 300.000.000   2.500.000                             
> 300.000.000   - 400.000.000   2,500,000+1,000,000 = Z
> 400.000.000   - 500.000.000   Z + 1,000,000
dstdst
Plafon yang ditarik (Rp)
 
Sumber : BTN Syariah 
 Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah BTN syariah 
Surakarta modal yang diberikan oleh pihak bank adalah uang tunai dengan 
pencairan pertama minimal 20% dan maksimal 40% dari plafon.
13
 Modal 
yang diberikan oleh pihak BTN syariah Surakarta untuk pembiayaan 
kontruksi dengan akad musyarakah dibagi menjadi dua dimana untuk 
pembiayaan PPL pihak bank memberikan kontribusi modalnya maksimal 
sebesar 70% dari kebutuhan kerja kontruksi. Sedangkan untuk pembiayaan 
kontruksi biasa, pihak bank memberikan modal 50% di mana pihak bank 
dan nasabah sama-sama memberikan kontrbusi modalnya dalam bentuk 
uang tunai, yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membiayaai 
pembangungan perumahan dan sarana prasarananya.
14
 
 Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan 
kontruksi ib BTN adalah: 
a. Data organisasi 
1) Surat permohonan  
                                                             
13
 Developer (Nasabah BTN Syariah Surakarta), Wawancara Pribadi tanggal 26 Mei 2018 
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2) Akta pendirian perusahaan s/d akta perubahan terakhir 
3) Pengesahan badan usaha dari Dep. Kehakiman/koperasi 
4) Data perusahaan 
a) Susunan pengurus perusahaan 
b) Foto copy KTP pengurus dan pemegang saham perusahaan 
c) Curiculum vitae dan pas foto pengurus dan pemegang saham 
perusahaan 
d) Daftar riwayat bisnis perusahaan 
e) Stuktur organisasi perusahaan 
f) Group perusahaan dan company tree (bila ada) 
5) Perizinan perusahaan (SIUP, TDP, SIUJK, NPWP, SK Domisili 
Perusahaan, Ijin Gangguan, Tanda Keanggotaan Asosiasi) 
b. Data keuangan 
1) Laporan keuangan keuangan proyek  
2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
a) RAB Tanah Matang 
b) RAB Bangunan 
c) RAB Sarana dan Prasarana 
3) Bestek dan gambar perencanaan proyek  
4) Spesifikasi bangunan 
5) Cash flow 
6) Proyeksi jadwal pembayaran dan mekanisme pembayaran 
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c. Data proyek 
1) Izin lokasi/IPPT dari BPN/pemda setempat 
2) Analisa dampak lingkungan (AMDAL) 
3) Site plan yang disetujui pemda/dinas tata kota 
4) Bukti penguasaan tanah lokasi proyek 
5) Keterangan rencana kota (KRK) 
6) Bukti penguasaan/ijin akses jalan masuk 
7) PKS dengan pemilik tanah 
8) Plotting sertifikat terhadap siteplan 
9) Jadwal pelaksanaan pembangunan 
10) Dokumen penguasaan lahan/ijin atas penggunaan saluran 
pembuangan air menuju saluran pembuangan akhir 
11) Peil banjir yang dikeluarkan dinas kimpraswil/PU 
12) Keterangan hasil test air bersih dari laboratorium kesehatan atau 
dukungan PDAM 
13) Surat keterangan dari PLN kesediaan mensuplai daya listrik 
14) Analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN) 
15) Keterangan prasarana tempat pemakaman umum 
16) Data dan CV kontraktor (jika ada) 
d. Data lainnya 
1) Aspek pemasaran proyek/target market 
2) Daftar konsumen dan penerima uang muka beserta SPR nya 
3) Bukti pemegang rekening giro/tabungan BTN 
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4) Brosur 
5) Foto lokasi proyek/denah lokasi 
6) Data pesaing 
 
G. Hak adan kewajiban15 
1. Hak dan kewajiban nasabah 
a. Hak nasabah 
1) Memperoleh modal dari bank  
2) Berhak untuk memperoleh konsultsi dengan bank mengenai kendala 
dalam suatu usahanya 
3) Berhak untuk mengelola usaha sesuai kesepakatan 
b. Kewajiban nasabah 
1) Melaporkan laporan keuangan usahanya kepada bank 
2) Membayar bagi hasil yang tela disepakati 
3) Menggunakan moda usaha sesuai dengan akad perjanjian 
2. Hak dan kewajiban bank 
a. Hak bank 
1) Menyediakan modal yang diperlukan oleh nasabah 
2) Memperoleh pendapata bagi hasil dari usaha yang telah dijalankan 
oleh nasabah 
3) Behak melakukan pengawasan  
b. Kewajiban bank 
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1) Menyerahkan modal kepada nasabah yang telah disetujui pengajuan 
pembiayaan 
2) Berkewajiban memberikan saran kepada nasabah mengenai tempat 
usaha dan hasil usaha 
3) Membantu penanganan dana yang bersifat produktif 
 
H. Sistem Bagi Hasil 
  Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional bagi pembiayaan 
mud}a>rabah dan musya>rakah dalam perbankan syariah. Prinsip bagi hasil inilah 
yang membedakan bank syariah dan konvensional. Bagi hasil adalah bentuk 
return (perolehan kembalianya) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak 
pasti dan tidak tetap.
16
 Dalam menentukan bagi hasil ada dua metode yang dapat 
digunakan yaitu: Profit loss sharing dan revenue sharing. Metode profit sharing 
adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan dari total pendapatan setelah 
dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan untuk memperoleh 
pendapatan tersebut. Sedangkan Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil 
yang didasarkan dari total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya 
yang dikeluarkan.
17
 
 Dalam Pelaksanaan pembiayaan musya>rakah di BTN syariah cabang 
Surakarta tidak menggunakan prinsip bunga tetapi menerapkan prinsip bagi hasil. 
Keuntungan ditentukan diawal dalam bentuk prosentase dinyatakan secara jelas di 
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akad perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah sesuai dengan 
kesepakatan „Aqid. Keuntungan tersebut dibagikan dengan cara mendebet 
langsung dari giro nasabah dengan perbandingan prosentase keuntungan 
maksimal 15% untuk pihak bank dan 85% untuk pihak nasabah (developer). 
Keuntungan yang dibagikan menggunakan metode profit loss sharing yaitu 
pembagian keuntungan secara bersih maksudnya adalah keuntungan yang 
dibagikan sesudah dikurangi biaya-biaya. Pembagaian dengan keuntungan ini 
dirasa lebih efektif. Meskipun dalam kenyataannya pembagian keuntungan 
dengan metode ini pihak bank akan menerima keuntungan yang lebih sedikit 
dibanding pembagian keuntungan dengan menggunakan metode revenue sharing.  
 
I. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  
 Dalam sebuah pembiayaan akan terjadi kemungkinan untuk adanya cidera 
janji yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian.
18
 
Dalam praktek pembiayaan kontruksi dengan akad musya>rakah pada Bank 
Tabungan Negara (BTN) syariah Surakarta terdapat pembiayaan yang bermasalah. 
Pembiayaan bermasalah tersebut adalah adanya nasabah yang melakukan 
keterlambatan pembayaran angsuran. Ada 3 kriteria pembiayaan bermasalah: 
1. Pembiayaan lancar 
Pembiayaan dikatakan lancar apabila nasabah tidak melakukan 
keterlambatan pembayaran angsuran. Nasabah yang melakukan 
                                                             
 
18
 Muhamad, Manajemen Keuangan Syari‟ah Analisis Dan Keuangan, (Yogyakarta: UPP 
STIM YKPN, 2014), hlm. 242. 
73 
 
  
keterlambatan pembayaran 1-3 bulan juga masih dikategorikan dalam 
pembiayaan lancar.
19
 
2. Pembiayaan kurang lancar 
Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila nasabah melakukan 
penunggakan pembayaran angsuran selama 4-5 bulan.
20
 Nasabah yang 
mengalami pembiayaan kurang lancar di BTN syariah untuk 
pembiayaan kontruksi dari tahun 2017 - periode Mei 2018 tidaklah 
terlalu banyak yaitu 2% dari 50 nasabah.
21
 
3. Pembiayaan macet 
Pembiayaan dikatakan macet apabila dalam proses pengembaliannya 
nasabah mengalami penunggakan selama 1 tahun. Pembiayaan macet di 
BTN syariah untuk pembiayaan kontruksi dari tahun 2017 - periode 
Mei 2018 tidak ada 0%.
22
 
 Pada dasarnya timbulnya pembiayaan bermasalah tidak secara tiba-tiba 
namun seringkali didahului oleh tanda-tanda penyimpangan seperti adanya 
keterlambatan angsuran yang kemudian mengakibatkan adanya cidera janji 
(wanprestasi), untuk itu pihak bank akan berusaha melakukan pendekatan kepada 
nasabah agar sedapat mungkin diperoleh penyelesaian pembiayaan bermasalah 
secara damai. Proses litigasi akan ditempuh oleh bank apabila nasabah tidak 
menunjukan itikad baik (tidak menunjukkan upaya untuk melunasi pinjamannya). 
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Untuk itu, Bank melakukan upaya-upaya penyelamatan atas pembiayaan 
bermasalah, yaitu:
23
 
1. Penjadwalan kembali (rescheduling) adalah penjadwalan kembali sebagian 
atau seluruh kewajiban debitur. Hal ini disesuaikan dengan proyeksi 
kemampuan cash flow nasabah. Penjadwalan kembali tersebut dapat 
berupa: 
a. Memperpanjang waktu angsuran, misalnya angsuran yang semula 
ditetapkan setiap 3 bulan menjadi 5 bulan. 
b. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan 
perpanjangan jangka waktu pembiayaan. 
2. Persyaratan kembali (reconditioning) merupakan usaha yang dilakukan 
pihak bank untuk menyelamatkan suatu akad pembiayaan yang diberikan 
dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula 
disepakati bersama pihak bank dan nasabah yang kemudian dituangkan 
kembali dalam perjanjian. 
3. Penataan kembali (restructuring) merupakan usaha yang dilakukan pihak 
bank dengan cara menambah dana fasilitas pembiayaan bank, konversi 
akad pembiayaan, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal 
sementara pada perusahaan nasabah.
24
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4. Penyitaan/Lelang Jaminan  
Lelang jaminan merupakan langkah terakhir yang di tempuh oleh pihak 
bank apabila sudah tidak ada itikaad baik dari pihak nasabah untuk 
memenuhi kewajibannya. Pihak bank berhak melakukan lelang apabila 
beberapa upaya yang di atas tidak berhasil. Hasil dari lelang tersebut 
digunakan untuk melunasi seluruh hutang-hutang nasabah kepada pihak 
bank. 
 Dalam Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTN syariah Surakarta 
dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara melakukan 
musyawarah untuk menemui titik temu yang diharapkan oleh kedua pihak. BTN 
syariah Surakarta selalu mengupayakan agar nasabah yang melakukan 
penunggakan pembayaran angsuran tidak mengalami kredit macet. Selain dengan 
musyawarah pihak bank juga melakukan tahapan penyelesaian masalah dengan 
beberapa cara seperti yang diatas yaitu: memberikan tenggang waktu kepada 
nasabah, penjadwalan kembali(rescheduling) dan persyaratan kembali 
(reconditioning) untuk membantu nasabah.
25
 Dengan cara-cara tersebut 
diharapkan mampu menjadikan perhatian nasabah untuk tepat waktu melakukan 
angsuran di BTN syariah Surakarta. 
 
J. DENDA 
Dalam Akad Musyarakah Mudharib yang melakukan keterlambatan dalam 
mengangsur pinjaman biasanya dikenakan denda. Besaran denda yang 
                                                             
 
25
Ibid,. 
76 
 
  
ditentukan tidak di ukur dengan prosentase. Kemudian denda tersebut akan 
diserahkan kepada lembaga sosial. 
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BAB IV 
ANALISIS PEMBIAYAAN KONTRUKSI BTN IB DENGAN AKAD 
MUSYA>RAKAH DILIHAT DARI FATWA DSN MUI NOMOR 08/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYA>RAKAH 
 
A. Pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah di BTN Syariah Surakrta 
 Musyarakah secara hukum islam dianggap sah jika telah memenuhi syarat 
dan rukun musyarakah. Di dalam praktik operasional perbankan syariah akad 
musyarakah yang sering digunakan adalah musya>rakah „inan. musya>rakah „inan 
adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak 
memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja, keuntungan dan 
kerugian di bagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.
1
 
 Sama halnya dengan fungsi bank lainnya sebagai lembaga intermediari Bank 
Tabungan Negara (BTN) Syariah juga melaksanakan penghimpunan dana dan 
penyaluran dana kepada masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan di BAB 
sebelumnya salah satu produk penyaluran dana yang di lakukan BTN Syariah 
cabang Surakarta adalah Kontruksi BTN IB yaitu pembiayaan yang diberikan 
untuk pihak pengembang perumahan dengan pengembalian modal berdasarkan 
kemampuan cash flow nasabah. Pelaksanaan pembiayaan musya>rakah kontruksi 
di BTN syariah cabang Surakarta telah memenuhi rukun dan syarat akad adanya 
para pihak yang berakad („aqid) memiliki kebebasan dalam pembuatan akad, 
pembiayaan kontruksi yang menjadi objek akad jelas dan halal. Tujuan akad yang 
dilakukan untuk melukakan kerja sama dalam suatu proyek usaha di bidang 
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 Waluyo, Fiqh Muamalah,(Yogyakarta:CV Gerbang Media Aksara), hlm. 66 
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properti. S}ighat (ijab qabul) di nyatakan dengan lisan dan dituangkan secara 
tertulis dalam bentuk akad perjanjian. 
  Ketentuan pembiayaan dengan menggunakan akad musya>rakah menurut 
fatwa DSN-MUI No: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musya>rakah: 
1. Dilihat dari Segi „Aqad 
 „Aqad sering juga disebut kontrak/perjanjian merupakan 
persetujuan/kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan 
akibat hukum diantara keduanya. Musya>rakah adalah akad antara orang-orang 
yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, di mana masing-masing 
pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi berdasarkan 
kesepakatan diantara pihak yang berserikat. Menurut Fatwa DSN MUI No: 
08/DSNMUI/IV/2000 dijelaskan bahwa “pernyataan ijab qabul harus 
menunjukkan kehendak mereka dalam berkontrak”. Dilihat dari proses 
pembiayaan yang dilakukan oleh BTN syariah cabang Surakarta telah 
memenuhi syarat-syarat akad dimana para pihak yang melakukan akan 
memiliki kebebasan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam permbuatan 
perjanjian. Hanya saja di luar akad yang tertulis sebenarnya masih ada nasabah 
yang kurang memahami mengenai jenis akad yang digunakan untuk 
pembiayaan mereka, bagi nasabah yang terpenting mendapatkan modal yang 
mereka butuhkan dari pihak bank. Seperti yang dikatakan oleh salah satu 
nasabah: 
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 “Bagi kami semua terserah pihak bank mbak, yang penting kami mendapat 
pinjaman modal dan bisa mengangsur pokok beserta bagi hasilnya”2 
 
 Pada dasarnya pembiayaan musya>rakah di BTN syariah cabang Surakarta 
dilihat dari kontribusi Modal yang diberikan untuk usaha dan pembagian 
keuntungan menggunakan prinsip akad menggunakan prinsip akad musya>rakah 
„inan, pihak Bank dan nasabah memberikan modalnya masing-masing dengan 
porsi yang berbeda untuk melaksanakan suatu proyek. Pihak Bank BTN 
Syariah melakukan penjelasan kepada calon nasabah sebelum melakukan suatu 
pembiayaan. Penjelasan tersebut menyangkut klausul-klausul yang nantinya 
akan dibuat akad perjanjian, termasuk mengenai biaya administrasi yang 
dikeluarkan oleh nasabah.
3
 Pada prakteknya dalam pengambilan biaya 
administrasi pihak bank menentukkanya dari jumlah pinjaman nasabah, 
semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula biaya administrasi yang 
dikeluarkan oleh nasabah. Di BTN syariah Surakarta akad dibuat di depan 
notaris sesuai kesepakatan antara pihak bank dan pihak developer. 
2. Dilihat dari Obyek Akad 
 Obyek akad pada pembiayaan musya>rakah yaitu modal, kerja, keuntungan 
dan kerugian. Ketentuan modal di dalam Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musya>rakah, modal yang diberikan oleh 
sa>h}ibul maal(bank) haruslah uang tunai, emas atau yang nilainnya sama. 
Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah BTN syariah Surakarta 
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 Developer (Nasabah BTN Syariah Surakarta), Wawancara Pribadi tanggal 26 Mei 2018 
pukul 14.30 WIB. 
 
3
 Harfi Widyanto, Relationship Management, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2018, jam 16.00-
17.00 WIB 
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modal yang diberikan oleh pihak bank adalah uang tunai dengan pencairan 
pertama minimal 20% dan maksimal 40% dari plafon. Modal yang diberikan 
oleh pihak BTN syariah Surakarta untuk pembiayaan kontruksi dengan akad 
musyarakah dibagi menjadi dua dimana untuk pembiayaan PPL pihak bank 
memberikan kontribusi modalnya maksimal sebesar 70% dari kebutuhan kerja 
kontruksi. Sedangkan untuk pembiayaan kontruksi biasa, pihak bank 
memberikan modal 50% di mana pihak bank dan nasabah sama-sama 
memberikan kontrbusi modalnya dalam bentuk uang tunai, yang kemudian 
uang tersebut digunakan untuk membiayai pembangungan perumahan dan 
sarana prasarananya.
4
 untuk mendapatkan pembiayaan musya>rakah di BTN 
syariah Surakarta nasabah harus menyertakan jaminan, meskipun pada prinsip 
dalam pembiayaan musya>rakah tidak ada jaminan, namun untuk 
mengantisipasi risiko akibat kelalaian dan untuk menghindari penyimpangan 
yang dilakukan pihak nasabah. Bank dapat meminta jaminan (Anggunan). 
Anggunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan pihak nasabah dalam 
rangka pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5
 Jaminan yang 
digunakan untuk pembiyaan kontruksi BTN iB adalah sertifikat tanah, dimana 
tanah tersebut adalah lahan yang akan dijadikan/dibangun perumahan oleh 
pihak developer.  
 Objek kedua yaitu kerja, di dalam pembiayaan musya>rakah mitra dalam 
kerja merupakan dasar pelaksanaan musya>rakah porsi kerja tidak harus sama, 
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 ibid, 
 
5
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 Tentang Perbankan, di akses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 15.00 WIB 
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salah satu pihak dapat melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Hal 
ini dikarenakan jika porsi kerja yang sama sulit diwujudkan dalam usaha 
musya>rakah antara bank dan nasabah. Pihak bank tidak bisa berkontribusi kerja 
secara langsung dalam setiap pembiayaan musya>rakah yang diberikan. Hal ini 
menyebabkan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah menjadi diragukan, 
karena tidak ada kontribusi kerja dari pihak bank.
6
 Pada prateknya di BTN 
syariah bank hanya melakukan pengawasan melalui laporan keuangan usaha 
nasabah saja, hal ini dikarenakan kurangnya SDM sehingga pihak bank tidak 
mungkin memberikan kontribusi secara langsung kepada semua nasabah yang 
melakukan pembiayaan tersebut. 
 Objek yang ketiga adalah keuntungan. Keuntungan dibagikan sesuai 
kesepakatan pihak yang melakukan kontrak musya>rakah, secara proposional 
atas dasar seluruh keuntungan dan diberikan dalam bentuk prosentase yang 
telah ditentukan pada saat pembentukan akad. Dalam pembiayaan kontruksi 
yang dilakukan oleh BTN syariah cabang Surakarta, pihak nasabah akan 
memberikan rencana kerja kepada pihak bank mengenai penjualan rumah 
kepada konsumen. Keuntungan akan diberikan setelah rumah tersebut terjual, 
biasanya 3 bulan sekali, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan 
developer. 
 Objek keempat yaitu kerugian. Dalam ketentuan pembagian kerugian, 
DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musya>rakah 
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 Homaidi hamid, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah 
(Tinjauan Fikih)”, Laporan Penelitian, (Yogyakarta: Fakultas Agama Islam, UMY, 2016),  hml. 2. 
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ketentuan ke tiga point ke empat menetapkan bahwa kerugian di bagi 
berdasarkan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang 
berserikat. 
3. Dilihat dari Penyelasaian Pembiayaan Bermasalah 
 Di dalam fatwa DSN MUI No: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
Musya>rakah dinyatakan “apabila salah satu pihak yang berserikat tidak 
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Penyelesaian pembiayaan 
bermasalah yang dilakukan oleh pihak BTN syariah Surakarta telah sesuai 
dengan Fatwa DSN MUI, di mana pihak bank BTN melakukan pendekatan 
kepada nasabah dengan cara melakukan musyawarah untuk menemui titik 
temu yang diharapkan oleh kedua pihak. Selain itu, pihak bank juga melakukan 
upaya penyelamatan dengan cara penjadwalan kembali dan penataan kembali 
bagi nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya. Apabila dengan cara-cara 
tersebut tidak ditemui jalan keluar, maka tahap selanjutnya adalah melalui jalur 
hukum dan ketentuan yang berlaku. 
 Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan praktek dalam perjanjian 
pembiayaan musya>rakah di BTN syariah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI 
No: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musya>rakah dimana akad 
dinyatakan oleh para pihak dalam pernyataan ijab qabul untuk menunjukkan 
kehendak para pihak yang berserikat dalam mengadakan akad. Kehendak 
tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dihadapan notaris dan 
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ditandatangani oleh kedua belah pihak. Mengenai obyek akad dimana modal, 
kerja, keuntungan dan kerugian juga telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 
08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musya>rakah, di mana modal yang 
diberikan oleh bank berupa uang tunai dan keuntungan dibagi berdasarkan 
kesepakatan antara pihak developer (nasabah) dengan pihak bank. Sedangkan 
untuk kerja pihak BTN syariah Surakarta hanya melakukan pengawasan 
terhadap laporan keuangan nasabah. 
 
B. Pelaksanaan bagi hasil pada Pembiayaam Musyarakah di Bank BTN 
Syariah Surakarta 
 Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional bagi pembiayaan 
mud}a>rabah dan musya>rakah dalam perbankan syariah. Dalam menentukan bagi 
hasil ada dua metode yang dapat digunakan yaitu:Profit loss sharing dan revenue 
sharing. Metode profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan dari 
total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan Revenue sharing adalah perhitungan 
bagi hasil yang didasarkan dari total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-
biaya yang dikeluarkan.
7
 
 Perbandingan keuntungan harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk 
prosentase tertentu sesuai kesepakatan yang ada di dalam kontrak, bukan 
dinyatakan dalam bentuk nominal diawal seperti halnya yang telah dinyatakan di 
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 Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah…, hlm. 256. 
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dalam fatwa DSN-MUI No: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
Musya>rakah mengenai obyek akad (keuntungan) point (1) : 
1. Keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan 
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian 
musyarakah 
2. Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh 
keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan 
bagi seorang mitra. 
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah 
tertentu, kelebihan atas prosentase itu diberikan kepadanya 
 Di BTN syariah Surakarta keuntungan dinyatakan secara jelas di akad 
perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah. Keuntungan tersebut 
dibagikan dengan cara mendebet langsung dari giro nasabah dengan perbandingan 
prosentase keuntungan maksimal 15% untuk pihak bank dan 85% untuk pihak 
nasabah (developer). Keuntungan yang dibagikan menggunakan metode profit 
loss sharing yaitu pembagian keuntungan secara bersih maksudnya adalah 
keuntungan yang dibagikan sesudah dikurangi biaya-biaya. Pembagaian dengan 
keuntungan ini dirasa lebih efektif. Meskipun dalam kenyataannya pembagian 
keuntungan dengan metode ini pihak bank akan menerima keuntungan yang lebih 
sedikit dibanding pembagian keuntungan dengan menggunakan metode revenue 
sharing.  
 
C. Ketentuan Denda 
 Denda merupakan bentuk hukuman berupa uang yang harus dibayarkan 
dalam  jumlah  tertentu oleh pihak yang melakukan keterlambata mengangsur. 
BTN syariah surakarta denda diterapkan untuk nasabah yang melakukan 
keterlambatan mengangsur agar mereka disiplin dalam membayar angsuran sesuai 
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dengan kesepakatan pada akad. Hasil dari denda tersebut digunakan untuk dana 
sosial. pihak bank tidak menentukan jumlah denda yang harus dibayar nasabah. 
8
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas 
maka penulis menarik kesimpulan: 
1. Mekanisme Pelaksanaan Akad musya>rakah di BTN syariah cabang 
Surakarta: 
a. Pelaksanaan akad musyarakah yang dilakukan oleh BTN syariah 
cabang Surakarta dilihat dari penyertaan modal dan pembagian 
keuntungan merupakan akad musya>rakah „inan yaitu pihak Bank dan 
nasabah memberikan modalnya masing-masing dengan porsi yang 
berbeda untuk melaksanakan suatu proyek.  
b. Pembagian keuntungan telah disepakati di awal dengan 
menggunakan metode profit loss sharing. 
c. Dalam pelaksanaannya akad musya>rakah di BTN syariah surakarta 
telah memenuhi syarat dan rukun akad yaitu adanya orang yang 
berakad, obyek akad yang halal, sighat (ijab qabul) dinyatakan 
secara lisan dan dituangkan dalam akad perjanjian untuk 
menunjukkan kehendak para pihak yang berakad, serta tujuan akad 
yang jelas untuk menjalin kerjasama dalam membangun sebuah 
usaha. 
d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTN Syariah Cabang 
Surakarta tahap pertama adalah dengan musyawarah dan apabila 
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dengan musyawarah masih tetap tidak bisa menemukan titik temu 
yang diharapkan langkah selanjutnya permasalahan tersebut 
diselesaikan melalui jalur hukum yang telah ditentukan. 
2. Pelaksanaan musyarakah di BTN syariah cabang Surakarta secara 
umum sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 08 Tahun 2000 
tentang akad pembiayaan musyarakah dimana ijab dan qabul 
dinyatakan secara jelas menunjukkan kehendak para pihak yang 
berakad. Modal diberikan berupa uang tunai. Keuntungan dibagi 
berdasarkan prosentase yang telah disepakati antara pihak bank dan 
nasabah yang dituangkan dalam akad perjanjian musyarakah. Sistem 
bagi hasil yang diterapkan oleh BTN syariah surakarta menggunakan 
metode profit loss sharing. Kerugian dibagi berdasarkan proposional 
modal yang diberikan.  
B. Saran 
1. Bank Tabungan Negara (BTN) syariah Surakarta hendaknya 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sehingga nasabah 
merasa nyaman dan tertarik untuk melakukan pembiayaann.  
2. Bank Tabungan Negara (BTN) syariah Surakarta diharapkan lebih 
memberikan pemahaman kepada calon nasabah yang akan mengajukan 
pembiayaan di BTN syariah mengenai produk dan jasa sebelum 
melakukan akad. Sehingga calon nasabah paham mengenai produk dan 
jenis akad apa yang digunakan serta ketentuan-ketentuan mengenai akad 
tersebut.
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LAMPIRAN 2 
Daftar Pertanyaan: 
 Nasabah 
1. Apakah bapak melakukan pembiayaan musyarakah di BTN Syariah Surakarta? 
2. Mengapa bapak/ibu memilih melakukan pembiayaan di BTN Syariah Surakrta? 
3. Sejak kapan bapak/ibu menjadi nasabah di BTN Syariah Surakarta? 
4. Apakah bapak/ibu di untungkan dengan adanya pembiayaan musyarakah 
tersebut? 
5. Keuntungan apa yang bapak/ibu dapatkan? 
6. Apakah besarnya bagi hasil ditentukan pada saat akad pembiayaan? 
7. Berapa perbandingan nisbah yang diberikan untuk bank dan nasabah? 
8. Apakah pihak BTN Syariah Surakarta melakukan pengawasan terhadap jalannya 
usaha bapak/ibu? 
9. Setahu bapak/ibu apakah ada denda bagi nasabah yang terlambat melakukan 
pembayaran? 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Bank 
1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Kontruksi BTN iB? 
2. Berapakah nasabah yang melakukan pembiayaan Kontruksi BTN iB pada tahun 
2017-2018? 
3. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan pembiayaan 
Kontruksi BTN iB? 
4. Hal apa sajakah yang menjadi pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan? 
5. Apa hak dan kewajiban nasabah dan Bank BTN syariah cabang Surakarta dalam 
pembiayaan Kontruksi BTN iB dengan akad musyarakah? 
6. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad musyarakah untuk pembiayaan Kontruksi 
BTN iB? 
7. Bagaimana Bank Tabungan Negara (BTN) syariah cabang Surakrta menentukan 
besarnya nisbah bagi hasil? 
8. Apakah ada pembiayaan yang bermasalah dalam Kontruksi BTN iB? 
9. Bagaimana Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTN syariah 
Surakarta? 
10. Apakah ada denda bagi nasabah apabila terjadi keterlambatan pembayaran? 
11. Bagaimana ketentuan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran? 
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